
K&P1'.l.A 
BADAN PEUNDUNCAN 

PJ:.JCIJUA MJCRA..� lNOON.CSl.A I SALINAN I 
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKE:R,JA MJORAN INDONE:SIA 

REPUBl,IK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

SlSTEM KL.ASlFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DlNAMIS 

Dl UNCKUNOAN BADAN PE:LlNDUNGAN PE:KERJA MJORAN INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PE:LlNDUNGAN PEKER.JA MIORAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

MengingaL 

Menetapkan 

a. bahwa unruk mcndukung pcngclolaan arsip dinamis 
yang cfeklif dan cfisicn seria untuk pengamanan dan 
pengaksesan arsip dinamis, pcrlu mcngatur -sistem 
klasifikasi kcvmanan dan akses arsip d.inamis di 
lingkungan Badan Pclindungan Pekerja Migran 
Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, pcrlu mcnctapkan Peraturan 
Sadan Pelindungan Pckcrja Migran Indonesia ternang 
Sistem Klasifikasi Kcamanan dan Akses Arsip Dinamis di 
l..ingkungan Badan Pclindungan Pckerja Migran 
Indonesia; 

. 2. 

l. Peraturan Pcmcrmtah Nomor 28 Tahun 20 l2 Len tang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

teneang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 teruang 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Jndoncsia (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); 

3. Peraturan Sadan Pclindungan Pekerja Migran Indonesia 
Nomor 04 Tahun 2020 tenrang Organisasi dan Tata Kcrja 
Badan Pclindungan Pckcrja Migran Indonesia (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); 

MEMUTUSKAN: 

Pi,RJ\TURAN BADAN PE:LINDUNOAN PEKERJA MIORAN 

INDON&SIA T&NTANO SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN 

DAN AKSES ARSIP OINAMIS DJ LINOKUNOAN BADAN 

PELINDUNGAN PEKEI-IJA MIORAN INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Pcraturun Badan ini yang dimaksud dengan: 
I. Arsip adalah rckarnan kcgiatan atau peristiwa da.lam 

bcrbagai ben Luk dan media scsuar dengan 
perkembangan tcknologi informasi dan komunikasi 

yang dibual dan diteri,na oleh lembaga negara, 
pemerinlahan dacrah. lcmbaga pendidikan, 
pcrusahaan, organisasi 
kernasyarakaran, dan 

politik, organ isasi 

perseorungan dalam 
pelaksanaan kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 
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2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan sccara 

langsung dalam kcgiatan pencipta Arsip dan disimpan 
selama jangka wakru tertentu. 

3. Arsip Tcrjaga adalah Arsip ncgara yang berkaitan 
dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa 
dan ncgara yang harus dijaga keuruhan, keamanan, 
dan keselama.tannya. 

4. Akscs Arsip adalah kcter sediaan Arsip sebagai basil 
dari kcwenangan hukum dan otoritas legal scrta 
kcbcradaan sarana bantu untuk mcmpcrmudah 
pcncmuan dan pcmanfaatan Arsip. 

5. Klasifikasi adalah proses idcntifikasi katcgori kcgiatan 
dan Arsip Dinarnis yang dihasilkan dan 
rnengelompokannya. 

6. Klasifikasi Keamanan An;ip adajah kategcr! 
kcrahasiaan informasi Ar sip berdasarkan pada 
tingkat keseriusan dampa.k yang dilimbu1kannya 

terhadap kepentinge n den keamanan negara, 
mesyaraket, dan perorangan, 

7. Pengamanan Arsip adalah program pclindungan fisik 
dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi 
keamanan nya. 

8. Unit Pengolah adalah unit kerja atau satuan ke,ja 
pada pcncipta arsip yang mcmpunyai tugas dan 
1.anggung jawab mengolah sernua arsip yang berkaitan 
dcngan kcgiatan pcnciptaan arsip di lingkungannya. 

9. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila 
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan 

fungsi lernbaga pcmerintahan. 
10. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang rnerniliki informasi 

yang apabila dikctahui oleh orang banyak tidak 
merugikan siapapun. 
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11. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila 

dikel.ahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 
mcngakibatkan terganggunya fungsi pcnyelenggaraan 
negara, aumbcr daya nasional, ketertiban umum, 
termasuk damoak ekonomi makro. Apabila informasi 
yang terdupat pada Arsip bersifat sensitif bagi 
lembagayorgenlaeei akan mcnimbulkan kerugian yang 
scrius tcrhadap privacy, kcuntungan kornpetitif, 

hilangnya kepercsyaan, serta merusak kemitraan dan 

reputasi. 

12. Pengguna Internal adaJah setiap orang utau unit kc:rja 
yang menggunakan Arsip dan bcrasal dari lingkungan 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

13. Pengguna Eksternal adalah eeuap orang atau badan 

hukum yang menggunakan Arsip dan berasat dad 
luar lingkungan Badan Petindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 

14. Badan Pclindungan Pckcrja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut BP2MI adalah lcmbaga 
pcmcrintah 
pclaksana 

nonkcmcnterian yang bertugas sebagai 
kcbijakan dalam pelayanan dan 

pelindungan pekerja migran Indonesia secara 

tcrpadu. 

Pasal 2 

( I) Sistcm Klasifikasi Kcamanan dan Akses Arsip 

Dina.mis dimakeudkan untuk: 
a. mendorong Unit Pengolah agar memberkaskan 

Ar·sip Dinamis sccara tcrtib yang disertai dengan 
daftar Arsip aktif; 

b. memberikan petunjuk kepada Unit Pengolah agar 

dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan 

akses terhadap Klasifikasl informaai Arsip yang 

lclah ditetapkan; 
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c. melindungi fisik dan inforrnasi Arsip dari 
kerusakan dan kehilangan se hingga 

ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otcntiaitas, 
dan realibitita s Arsip dapat terjaga; dan 

d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak 

seauai dcngan kcwcnangan schingga dapat 

rnencegah terjadinya pcnyalahgunaan Arsip oleh 
pihak yang Lidak bcrwcnang aiau uncuk tujua.n 

dan kepenringan yang tidak eah. 

(2) Sistem Klasifik .. si Kearnanan dan Akses Arsip 
Dinamis ber-tujuan untuk: 

a. mcnjadi acuan dalarn pelaksanaan pengelolaan 

Arsip Dinamis di lingkungan BP2MI; 
b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinarnis 

kepada publik dengan prinsip cepat, tepar, 
murah, dan aman; 

c. menycdiakan informasi yang dikategorikan 
terbuka dan dapat diakses oleh publik; 

d. terjaminnya kcamanan Arsip bagi informasi yang 
dikecualikan; dan 

e. terciptanya kenyamanan bckerja bagi seluruh 
pegawai di lingkungan BP2MI. 

Pasal 3 

(I) Sislcm Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 
Dinamis merupakan bagian dari tata kearsipan di 

lingkungan BP2MJ. 
(2) Sistern Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis scba.gaimana dima.ksud pada ayal ( I) 

dilaksanakan dcngan: 
a. sentr'alisasi dalam penetapan kebijakan; dan 
b. desencralisasi dalam pelaksanaan di lapangan. 
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(3) Scnrralisasi datam penctapan kebijakan scbagaimana 
dimaksud pada ayet (2) huruf a melipuu: 
a. penyusunan scrta penerapan pedornan dan 

stunda r opcrasjonal prosed u r; 

b. sumber daya manusia: dan 

c. sarana dan pra sarane. 

13/\El II 

KLASIFIK/\SI KE/\MAN/\N DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

Pa sal 4 
(1) Klasiflkasi kearnanan Arsip Dinamis terdiri alas: 

a. Biasa/Terbuka; 

b. 'Terbatas: dan 

c. Rahasta. 
(2) Kl�sifikasi kcamanan Arsip Dinamis scbagaimana 

dimaksud pada ayat (l) rncncntukan: 
a. tcknis pcngarnanan: dan 
b. pengaiuran akses. 

Pasal 5 
Arsip Dinamis dengan klasiflkasi Biasa/Terbuka scbagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4 ayai (I) huruf a merupakan Arsip 
yang tidak mcmiliki darnpak yang dapal mcngganggu kjnerja 
13P2MI. 

Pasa16 
Arsip Dinarrus dcngan klasifikasi Terbatas sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasat 4 ayat ( I) huruf b merupakan Ar-sip 
yang dari segi bobot in formasinya rncrniliki dampak yang 
dapat mengganggu kinerja unit tcknis di lingkungan BP2MI. 
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Pasal 7 
Arsip Dinamis dcngan Klasifikasi Rahasia sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (11 hurur c mcrupakan Araip 
yang mcngandung dumpak luas hingga mengganggu kincrja 
D?2MI. 

Pasal 8 

Arsip Dinamis di lmgkungan BP2MI dapat diakses olch 

Pcngguna Internal dan Pengguna Ekstcrnal. 

Pasal 9 
( l] Pcngguna Internal sebagaimana dimaksud dalarn 

Pa sal 8 rnellpuli: 
a. Kcpala Baden; 

b. Sekretaris Utama dan Deput.i: 
c. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, clan 

inspcktur. 

d. pejabai admtnistrator. pcjabat pengawas, pejabat 
Iu ngsional, pejabat pelaksana, dan star; den 

e, pengawas Internal. 
(2) Kcpala Badan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a berwenong mengakses seluruh Arsip Oinamis 

yang bcrada di BP2MI. 
(3) Pcjabat scbagaimana dimaksud pada ayat (J) hurur b 

dan huruf c bcrweriang rncngakses Arsip Dinarnis 
yang terdapat pada Unit Pcngolah di bawah 
kcwcnangannya. 

(4) Pejabat scbagairnana dimaksud pada ayar (3) dapal 

mengakscs Arsip Oinamis yang berada di luar 
kcwcnangannya. setclah mcndapatkan izin dari 
pejabat pada Unit Pcngolah yang bcrsangkuian. 

(5) Pejabat dan star sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) 

huruf d berwcnang rncngakses seluruh Ar-sip Dinamis 
Klasifikasi Biasa/Tcrbuka yang bcrada pada tanggung 
jawab, tugas, dan kewenangannya. 
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(6} Pengawas Internal scbagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) huruf c berwcnang mengakses seluruh Arstp 
Dinamis di BP2MI dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan internal sesuai dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan. 

(7) Pengawas internal dalam mengakses seluruh Arsip 

Dinamis di BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) harus berkoordinasi dengan Unit Pengolah. 

Pasal 10 
( I) Pengguna Ekstcrnal scbagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 8 mcliputi: 
a. pengawas eksternal: 
b. aparat pcnegak hukum; dan 
c. publik. 

(2) Pengawas ekstcrnel scbagaimana dimaksud pada ayal 
(J} huruf a bcrwenang mcngakscs scluruh Arsip 

Dinarnis di BP2MI dalam rangka melaksanakan (ungsi 
pengawasan seeuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pengawas ckstcmal dalam mengakscs seluruh Arsip 
di BP2Ml scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
berkoordinasi dcngan Unit Pengolah. 

(4) Aparat pcncgak hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b berwenang mengakses Arsip di BP2MI 
yang ter kait dcngan perkara atau proses hukum yang 
sedang ditanganinya daJam rangka melaksanakan 
Iungsi pcnegakan h ukum. 

(5) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c 
dapat mengakses Arsip Dinamis BP2MI Klasifikasi 
Biasa./Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcr undang-undangan. 
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Pasal 11 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 tercantum dalam 
Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraruran Badan ini. 

BAB Ill 

PENGAMANAN DAN PENYAMPAIAN ARSIP DINAMIS 

Pasal 13 

(I) Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan BP2MI 

rnenggunakan sarana pcrangkat keras dan perangkat 

lunak. 
(2) Perangkat kcras scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

meliputi: 
a. tcmpat penyirnpanan Arsip konvcnsional bcrupa 

filing cabinet/ rak Arsip untuk mcnyimpan Arsip 

Biasa/Tcrbuka dan Terbatas, dan brankas atau 
lemal"i besi untuk Arsip Rahasia; 

b. tempat penyirnpanan Arsip media baru berupa 

lernari Arsip scsuai dcngan tingkat Klasifikasi 
Keamanan Arsip Dinamis; dan 

c. ruang pcnyimpanan yang representatif sesuai 
dcngan tingkat Klasifikasi Kcamanan Arsip 
Dinamis. 

(3) Perangkat lunak sebagairnana dimaksud pad a ayat (I) 

meliputi: 
a. daflar Arsip aktif, Arsip inaktif. Arsip Terjaga, dan 

Arsip vital; dan 

b. aplikasi pengeloJaan Arsip akr.if dan Arsip inaktif. 
(4) Ruang penyimpanan sebagairnana dimaksud pada a.yat 

(2) huruf c dilcngkapi dcngan Iasilitas pcngamanan 
berupa: 

a. kamcra pcngawas: 

b. kunci pcngamanan ruangan; 
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c. tabung pemadarn kcbakaran: dan/atau 
d. media simpan Arsip. 

Pasal 14 

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun 

i.nformasi Arsip Dinarnis konvcnsionaJ sesuai dengan 
Klasifikasi dapat dilakukan rnelalui pengiriman yang 
dilindungj dcngan ketentuan sebagai berikut: 
a. pcnyarnpaian infonnasi Arsip Dinarnis dcngan 

Klasifikasi biasa/ lcrbuka tidak ada persyaratan 
prosedur khusus; 

b. penyampaian informasi Arsip Dinarnis dengan 
Klasifikasi terbatss menggunakan arnplop segcl; 

c. pcnyampaian infonnasi Arsip Dinarrua dengan 

Klasifikasi rahasia: 

l. mcnggunakan wama kertas yang berbeda; 
2. diberi kodc rahasia; 
3. menggunakan amplop dobcl; 
4. menggunakan amplop segel, stempcl rahasia; dan 
5. dikirim melalui orang yang sudah diberi 

kcwenangan dan tanggung jawab terhadap 
pengcndalian arsip a Lau dokumen rahasia. 

Pasal IS 
Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun 
informasi Arsip Dinamis clcktronik sesuai dcngan Klasilikasi 
dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan 

KJasifikas-i biasa/ terbuka tidak ada proscdur khusus; 
b. penyampaian informasi Arsip Oinamis dcngan 

K.lasifikasi terbatas menggunakan paling scdikit 
enkripai, surat elektronik yang dikitim dengan alamat 
khusus, atau password apabila pesan elektronik/sural 
elektronik berisi data informasi personal; dan 
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c. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan 
Klasifikasi rahasla: 

I. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi 
pesan elektrcnik a.tau surat elcktronik rahasia; 

2. menggunakan persandian atau kriptografi; dan 
3. harus ada konlirmasi dari pcnerima pesan 

elektronik atau surat elektronik. 

BABIV 

Kl!;T'f!;NTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
Pcraturan Sadan rm mulai berJaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar sctiap orang mengetahuinva, memerintahkan 
pengundangan Pcreuuran Badan ini dengan pencmpatannya 
dalam Serita Negara Rcpublik Indonesia. 

Ditctapkan di .Jakarta 
pada tanggal I Mare\ 2022 

KEPAl,A 

BADAN PELINDUNGAN 
PEKe;R,JA MIGRAN INOONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

lid. 

BENNY RHAMDANI 

Diundangkan di .Jakarta 

pada tanggal 4 Maret 2022 

DIREKTUR ,IENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANOAN 

KEMENT!i:RIAN HUKUM 01\N HAK ASASI MANUSIJ\ 

REPUBUK INDONE:SIA, 

ltd. 

BENNY RIYANTO 

BERIT,\ N8GAl�A REPUBLIK INOON8SIA TAHUN 2022 NOMOR 233 

SALINAN SESUAI DENGAN ABLINYA 

BIKO HUKUM DAN HUMAS, 
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LAMPIRAN 
PERATURAN SADAN PEJ.,JNDUNOAN PEKERJA 

MIORAN INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANO SISTEM KLASJFlKASI KEAMANAN 

DAN AKSES ARSI P DINAMIS DI LlNOKUNOAN 

BADAN PEL.JNOUNOAN PEKER.JA MIORAN INDDNESIA 

KLASIF!KASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP O!NAMIS Dl LINOKUNOAN BP2MI 

A. KLAS!FIKAS! KEAMANAN DAN AKSES ARSIP OINAMJS FASJL!TATIF Ol LINOKUNOAN BP2MI 

KLASIFIKASI JENIS ARSIP/DOKUMEN KLASIFIKASI HAKAKSES DASAR UNIT 
ARSIP KEAMANAN PERTIMBANGAN PEN GO LAH 

INTERNAL EKSTERNAL 
PR I PERENCANAAN 

PR.01 l Pokok-Pokok Kebljakan dan 
Strategi Pembangunan 

PR.01.01 a. Rcncana Pembangunan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro 
Jangka Panjang I Master' Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 
Plan(RPJP) Koordinator • Eksternal, rnenggangu dan Kerja 

Pengawas Penegak kinerja Instansi sama 
Internal Hukum 
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PR.01.02 b. Rencana Pembangunan Biasa/ Terbuka 8selon JV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Jangka Menengah (RPJMI Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 

Koordinator, EksternaJ, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Jnternal Hukum 

PR.01.03 c. Rencana Srrategis (Renstra] Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 

Koordinator, Ekstemal. menggangu dan Kerja 
Pengawas Pcncgak kincrja instansi sarna 
Internal Hukurn 

PR.02 2 Rencana kerja 

PR.02.0 l a. Usutan Kegiatan Unit Kerja Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiJiki Biro 
beserta Data Pendukung Sub Pengawas darnpak yang Perencanaan 

Koordinatcr, E:k$ternal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Internal Hukum 

PR.02.02 b. Rencana Kerja Tahunan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan 

Koordinator, Ekstemal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
lmernal Hukum 

PR.02.03 c. Rencana Kerja berdasar Biasa/ Terbuka Eselon IV, Pubiik, Tidal< memiliki Biro 
Pagu lndikatif Sub Pengawas darnpak yang Perencanaan 

Koordinator, E:ksternal, rnenggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
In Lerna! Hukum 
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PR.02.04 d. lnisiatif Baru / New Inisiatif Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan 

Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Internal Hukum 

PR.03 3 Penetapan/Kontrak Klnerja 

PR.03.0l a. Kepala Badan Terbaias Ese!on 11, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang menggangu Perencanaan 
Internal Penegak fungsi dan tugas dan Kerja 

Hukum instansi sama 

PR.03.02 b. Pimpinan Unit Kerja / Terbatas Eselon II, Pcngawas Memiliki dampak Biro 
Satuan Kerja Pengawas Eksternal, yang menggangu Perencanaan 

Internal Penegak fungsi dan rugas dan Kerja 
Hukum instansi sarna 

PR.03.03 c. Eselon JU/ Eselon IV/ Staf I Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Pejabat Fungsional Tertentu Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 
dan Fungsional Umum Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja 

Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Internal Hukum 

PR.04 4 Perencanaan Anggaran 

PR.04.01 a. Penyusunan Rencana Terbatas E:selon U, Publik, Memiliki dampak Biro 
Anggaran (RKAKL, POK) Pengawas Pengawas yang mcnggangu Perencanaan 

Internal Ekstemal, kincrja instansi dan Kerja 
Penegak sama 
Hukum 
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PR-04.02 b. Penetapan Anggaran (OIPA) Bi.asa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak rnemiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan 

Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Internal Hukum 

PR.04.03 c. Perencanaan PNBP Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publtk, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan 

Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instans; sama 
lntemal Hukum 

PR.04.04 d. Standarisasi Harga Satuan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Perencana Barang Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 

Koordinator, Ek sternal. menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Internal Hukum 

PR.04.05 e. Standar Biaya Keluaran Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Perenc.anaan 

Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja lnstansi sama 
Internal Hukum 

PR-05 5 Revis! Anggaran 

PR.OS.OJ a. Revisi DIPA dan POK Terbatas E:selon II, Publik, Memiliki dampak Biro 
Pengawas Pengawas yang menggangu Perencanaan 
Internal Eksternal, kincrja instansi dan Kerja 

Pencgak sarna 
Hukum 
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PR.05.02 b. Anggaran Biaya Tambahan Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tida,k memiJiki Biro 
Sub Pengawas dampak ya.ng Perencanaan 

Koordinator, Ekste.rnat, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja tnstansi sama 
Internal Hukum 

PR.05.03 c. APBN Perubahan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Percncanaan 

Koordinator, Ekstemal, menggangu dan Kerja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sama 
Internal Hukum 

PR.06 6 Lapora.a 

PR.06.01 a. Laporan Berkala (Bulanan, Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Triwulan, Semesteran) Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 

Koord inator, Ekstemal, menggangu dan Kcrja 
Pengawas Penegak kinerja instansi sarna 
Cntemal Hukum 

PR.06.02 b. Laporan Tahunan (Unit Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Kerja, Sadan) Sub Pengawas dampakyang Perencanaan 

Koordinator, E:ksternal, menggangu dan Kerja 
Pcngawas Penegak kinerja inst.ansi sama 
Internal Hukum 

PR.06.03 c. Laporan Khusus Terbatas E:selon II, Publik, Memiliki dampak Biro 
Pengawas Pengawas yang menggangu Perencanaan 
Internal E:kstemal, kinerja instansi dan Kcrja 

Penegak sama 
Hukum 
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KE II KERJASAMA 

KE.01 l Kerja Sama Dalam Negerl 

Perjanjian Kerja Sama Dalam Terbatas EseJon 11. Publik_, Memilil<l dampak Biro 
Negeri Pengawas Pengawas yang menggangu Perencanaan 

Internal Eksternal, kinerja instansi dan Kerja 
. telaah/ kajian/ evaluasi dan Pcnegak sama 

pertimbangan hukum; Hukum 
. risalah pcmbuatan MoU; 
. rancangan/draft awal; . rancangan/ draft akhir; . mernori perjanjian; dan . naskah asli yang 

ditandatangani. 

KE.02 2 Kerja Sama Luar Negeri 

MoU/ Kontrak/ Perjanjian Terbatas Eselon II, Publik, Memiliki dampak Biro 
Kerjas.ama Luar Negeri Pengawas Pcngawas yang menggangu Perencanean 

Internal Eksternal, kinerja insransi dan Kerja 
. telaah/ kajian/ evaluasi dan Penegak sama 

pertimbangan hukum; Hukum 
. risalah pernbuatan MoU: 
. rancangan/ draft awal: 
. rancangan/draft akhir, . memori perjanjian � . naskah asli yang 

ditandatangani. 

http://iciiii--CLiigct.il/V-iiclii
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HK Ill HUKUJ4 

HK.01 1 Program wglslasl 

HK.01.01. a. Bahan/Materi Program Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Legislasi Nasional Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

HK.01.02 b. Program Legislasi Badan Biasa/ Terbuka ��elon JV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

- inventarisir Peraturan Koordinator, Ekstemal, mengganggu 
Sadan: dan Pengawas Penegak kinerja instansl 

- laporan. Internal Hukum 

HK.02 2 Produk Hukum 

HK.02.01 a. Produk Hukum yang Bersifat Biasa/ Terbuka Eselon Iv, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Pengaturan Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
. Peraruran Sadan; Pengawas Penegak kinerja instansi 
. lnstruksi Badan; dan Internal Hukum 
. Surat Edaran, dll. 

HK.02.02 b. Produk Hukum yang Bersifat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Penetapan Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mcngganggu 
. Kcputusan Kepala Badan: Pengawas Penegak kinerja instansi 
. Keputusan Eselon I; dan Internal Hukum 
. Surat Per-irnah, dll . 
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HK.03 3 Pedoman/ Petunjuk Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro Hukum 
Pelaksanaan (NSPK) Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mcngganggu . Naskah Akademik; Pengawas Penegak kinerja instansi 
. penyusunan draf awal; Internal Hukum 
. penyusunan draf akhir; dan 
. pcnetapan pedoman/ 

standar/ perunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk 
teknis dan prosedur tetap. 

HK.04 4 Dokumentasi clan lnformasi Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Hullum Sub Pengawa.s dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, rnengganggu 
. Undang-Undang; Pengawas Penegak kinerja instansi 
. Peraturan Pemerintah; Internal Hukum 
. Peraruran President 
. Kepucusan Presiden; dan 
. peraturan-peraturan lain 

yang dijadikan referensi. 

HK.OS 5 Soaialiaasi, Penyebarluasan 
lnformasl dan Pembinaan 
Hukum 

HK.OS.OJ a. Sosialisasl / Diserninasi Biasa/ Terbuka Eselon IV. Publik, Tidal< memiliki Biro Hukum 
Hukum Sub Pengawas dampak yang dan Hurnas 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 
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HK.05.02 b. Penyebarluasan Produk dan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro Hukum 
J nformasi Hukum Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordi nator, Ek sternal, mcngganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hu.kum 

HK.05.03 c. Pembinaan Hukum Biasa/ Terbuka E.selon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

HK.06 6 Ba.otuan/Konaulta.ai 
Hukum/ Advokasi 

HK.06.01 a. Banruan dan Konsultasi Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Hukum/ Advokasi Pidana Pengawas Eksternal, yang dan Humas 

lnternal Penegak rnengganggu 
Hukum kinerja instansi 

H.K.06.02 b. Bantuan dan Konsultasi Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Hukum/ Advokasi Pcrdata Pcngawas Eksternal, yang dan Humes 

Internal Penegak mengganggu 
Hukum kinerja instansi 

H.K.06.03 c. Banruan dan KonsuJtasi Tcrbatas Esclon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Hukum/ Advokasi Tata Pengawas Eksternal, yang dan Humas 
Usaha Negara Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja inst:an$i 
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HK.06.04 d, Bantuan dan Konsultasi Terbatas E:selon n, Pcngawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Hukum/ Advokasi Pengawas Eksternal, yang dan Humas 
Ketenagakcrjaan Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja Instansi 

HK.06.05 e. Bantuan dan Konsultasi Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampak Biro Hukum 
Hukum/ Advokasi Pengawas Eksternal, yang dan Humas 
lnternasional Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 

HK.07 7 K.asus/Sencketa Hukum 

HK.07.01 a. Kasus atau Scngkcta Hukum Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Pidana Pengawas Ekstemal, yang dan Humas 

Internal Pcnegak mengga.nggu . proses pemeriksaan: Hukum kinerja instanei . penyelidikan; . penyidikan; . penangkapan; . penahanan�dan . penuntutan . 

HK.07.02 b. Kasus atau Scngkela Hukum Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Perdata Pengawas Eksternal, yang dan Humas 

Internal Penegak mengganggu 
. panggilan sidang; Hukum kinerja instansi 
. panggilan banding; 
. panggitan kasasi; 
. tclaah hukum dan opini 

hukum;dan 
. berkas peninjauan 

kembali, dll 
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HK.07.03 c. Kasus atau Sengkcta Hukum Terbatas Eselon I!, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum Tata Usaha Negara Pcngawas Eksternal, yang dan Humas 
Internal Penegak mengganggu . panggilan sidang; Hukum kinerja instansi . panggilan banding, 

memori banding, 
Putusan Banding; 

. panggitan kasasi, 
memori kasasi. Putusan 
Kasasi; dan . panggilan peninjauan 
kembali, memori 
peninjauan kembali, 
Putusan Peninjauan 
Kernbali. 

HK.07.04 d. Kasus atau Scagkcta Hukum Terbatas Esclon I!, Pengawas Mcmiliki dampak Biro Hukum Arbitrase Pengawas Eksternal, yang dan Humas 
Internal Penegak mcngganggu . berkas panggilan; Hukum kinerja instansi . jawaban hearing; 

. kontra memori, alat 
bukti tambahan, saksi; 
dan 

. Putusan Arbitrase, dll 

HK.07.05 e. Ringkasan Hasil Putusan Terbatas Eselon I!, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Pengadilan terkait kasus Pengawas Eksternal, yang dan Humas hukum Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 
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HK.OS 8 Telaah Hukum/ Judicial Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Review Peraturan Perundang- Pengawas Ekstemal, yang dan Humas 
undangan Internal Pencgak mengganggu 

Hukum kinerja instansi . panggilan sidang; dan . Surat Kuasa . 

HK.09 9 Terjemahan Peraturan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Hukum 
Perund.ang-unda.ngan Pengawas Eksternal, yang dan Humas 

lnternal Penegak mengganggu 
. bahan terjemahan: Hukum kinerja iristansi 
. undangan; 
. daftar hadir; 
. hasil terjemahan yang 

sudah ditandatangani oleh 
Kementerian yang 
membidangi peraturan 
perundang-undangan;dan . hasil terjemahan . 

HM IV HUBUNGAN MASYARAKAT 

HM.01 1 Pen;gu,mpulan, Pengolahan, 
clan Penyajian Informaai 
Kelembagaan 

HM.01.01 a. Brosur /Leaflet/Poster Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memfliki Biro Hukum 
Sub Pengawas darnpak yang dan Humas 

Koordinator, Ekstemal, mcngganggu 
Pcngawas Penegak kinerja instansi 
Internal liukum 
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HM.01.02 b. Pengumuman/ Pemberitaan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Pubiik, 'l'idak memiliki BiroHukum 
Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

HM.01.03 c. Kliping koran Biasa/ Terbuka Eseion IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, EksternaI, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

HM.02 2 Hubungan Antar Lembaga 
HM.02.01 a. Hubungan Pemerintahan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, 'l'idak mcmiliki Biro Hukum 

(E:ksekutif, Yudikatif, Sub Pengawas darnpak yang dan Humas 
Legislatif) Koordinator, Eksternal, mcngganggu 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Jmernal Hukum 

HM.02.02 b. Hubungan dengan Biasa/ Terbuka Eseion IV, Pubiik, Tidak memiiiki Biro Hukum 
Perguruan Tinggi/Sekoiah Sub Pengawas dampakyang dan Humas 
termasuk magang, Koordinator, Ek sternal, mengganggu 
Pendidikan Sise.em Ganda Pengawas Penegak kinerja instansi 
{PSG), Praktek Kerja Internal Hukum 
Laoanean IPKLl. 

HM.02.03 c. Hubungan dengan F'OtU.m Biasa/ Terbuka Eseion IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro Hukum 
Kehumasan/Bakohumas/Pe Sub Perigawas dampakyang dan Hurnas 
rhumas Koordinator, E:kstemal, mengganggu 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 
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AM.02.04 d. Hubungan dengan Media Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Massa Sub Pcngawas dampak yang dan Humas 

Koordinator, Eksternal. mengganggu 
. siaran pcrs/ Konforcnsi Pengawas Penegak kincrja instansi 

pers/ Press; Internal Hukum . release; . kunjungan 
wartawany peliputan; 

. media visit; dan 

. wawancara . 
HM.03 3 Ra pat Dengar Pendapat Rahasia Eselon 11, Pengawas Apabila diketahui Biro Hukurn 

(H<!aring) dengan DPR Pengawas Ekstemal, oleh pihak yang dan Humas 
Internal Penegak tidak berhak . surat undangan dari DPR; Hukum dapat 

. bahan/materi RDP mengakibatkan 

. laporan/ hasil RDP tcrganggunya 
fungsi 

pcnyclcnggaraan 
ncgara, sumbcr 
daya nasional, 

kctertiban 
umum, tennasuk 
dam pak ekonomi 
makro. Apabila 
informasi yang 
terdapat dalam 
Arsip bersifat 
sensitif bagi 

lembaga/organis 
asiakan 

menimbulkan 
kerueian vana 
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serius lcrhadap 
povasi, 

keuntungan 
kompetitif, 
hilangnya 

kepercayaan. 
serta merusak 
kernitraan dan 

reoutasi 
HM.04 4 Bahan/Materl Pldato/Sldang Biasa/ Tcrbuka Esclon JV, PubLik, Tidak rnerniliki Biro Hukum 

MPR, DPR, DPD, Kablnet Sub Pengawas dampak yang dan Humas 
Koordinator, Ekstemal, mengganggu 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

HM.OS 5 Dokumentasi Hasil Liputan Biasa/ Terbuka E:sclon IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro Hukum 
Kegiatan Pimplnan atau Acara Sub Pengawas darnpak yang dan Hu.mas 
Kelembagaan Koordinator, Ekstcrnal, mengganggu 

Pengawas Pcncgak kincrja instansi 
Internal Hukum 

HM.06 6 Penerbltan dan Publikaal Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Majalah, Buletin, Koran clan Sub Pengawas dampak yang dan Hurnas 
Jurnal Koordinator, Ekstcrna), mengganggu 

Pengawas Pencgak kincrja instansi 
Internal Hukurn 

HM.07 7 Pameran/Sa.yembara, Festival Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Konrdinator, Ekstemal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 
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HM.09 

HM.10 
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8 Penghargaan/ Tanda Kenang- Biasa/ Terbuka 
Ken.a.ng•n 

9 Ucapan Terlma Kaslh, Ucapan Biasa/ Terbuka 
Selamat, Bela Suogkawa, 
Permohonan Maar 

10 Layanan ln!ormasi Publik Biasa/ Terbuka 
(PPID) 

- prosedur layanan informal 
publik; 

- lapcran layanan informasi 
publik; dan 

- ringkasan pemohon 
informasi publik, 

Eselon IV, 
Sub 

Koordinator, 
Pengawas 
Internal 

Eselon IV, 
Sub 

Koordinator, 
Pengawas 
Internal 

Eselon IV, 
Sub 

Koordinator, 
Pengawas 
Internal 

Publik, 
Pengawas 
Eksternal, 
Pcnegak 
Hukum 
Publik, 

Pengawas 
EkstemaJ. 
Penegak 
Hukum 

Publik, 
Pengawas 
EksternaJ, 
Penegak 
Hukum 

Tidak memiliki 
dampakyang 
mengganggu 

kinerja instansi 

Tidak memiliki 
dampak yang 
mengganggu 

kinerja instansi 

Tidak memiliki 
dampak yang 
mengganggu 

kinerja instansi 

Biro Hukum 
dan Humas 

Biro Hukum 
dan Humas 

Biro Hukum 
dan Humas 

OT 

OT.01 

OT.01.01 

v 

1 

ORGANJSASJ DAN 
KETATALAKSANAAN 

Organlsasi 

a. Struktur Organisasi, Tugas Biasa/ Terbuka 
Pokok dan Pungsi Organisasi 

.. analisis organisasi: 
- pembcntukan; 
.. oenaubahan; dan 

Eselon rv, 
Sub 

Koordlnetor, 
Pengawas 
Internal 

PubLik, 
Pengawas 
Eksternal, 
Penegak 
Huku,n 

Tidak memilik:i 
dampakyang 
mcngganggu 

k.incrja instansi 

Biro Sumber 
Daya Manusia 

dan 
Organisasi 
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. pembubaran; 

OT.01.02 b. Evaluasi Organisasi Biasa/ Terbuka Eselon IV. Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Sub Pcngawas dampakyang Daya Manusia 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
Internal Hukum 

OT.02 2 Tata Laksaoa 

OT.02.0l a. Sist.em dan Prosedur Kerja Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro Surnber 
Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

. SOP/prosedur tetap Koordinator, Eksternal, mengga.nggu dan 
Pengawas Pcncgak kinerja instansi Organisasi 
Internal Hukum 

OT.02.02 b. Kajian/ Analisis Jabatan/ Biasa/ Tcrbuka Esclon IV, Publik, Tidak merniliki Biro Sumber 
Analisis Manajemen serta Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia 
Penyuluhan Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 
Ketatalaksanaan Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 

Internal Hukum 
. analisis jabatan; . uraian jabatan; . analisis beban kerja; 
- kelas jabatan; 
. peta jabatan: dan 
- evatuasi jabatan. 



• 32 • 

OT.02.03 c. Standar Kompetensi Jabatan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, 1'idak mcmiliki Biro Sumbcr 
Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

. struktural: dan Koordinator, Ekslcmal, rnengganggu dan 

. fungsional Pengawas Pencgak kinerja instansi Organisasi 
Internal Hukum 

OT.03 3 Reformasl Blrokrasl Biasa I Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
Internal Hukurn 

KP VI KEPEGAWAIAN 

KP.01 1 Fonnaai Pegawa.i 

KP.01.01 a. Usulan dari Unit Kerja Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tidak merniliki Biro Sumber 
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia 

. hasil analisis jabatan; dan Koordinator, E:ksterna), mengganggu dan 

. hasil analisis beban kerja Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
Jnternal Hukum 

KP.01.02 b. Usulan permin taan formasi Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumbcr 
kc Kernen Leri an Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 
Pendayagunaan Aparatur Koordinator. Ekstcmal, rncngganggu dan 
Negara dan Reformasi Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
Birokrasi Internal Hukum . surat permintaan 

persetujuan formasi pad a 
Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi 
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KP.01.03 c. Persetujuan formasi dari Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro $umber 
Men pan Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

Kootdin&tor, Ekstemal, mengganggu dan 
. Surat persetujuan formasi Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 

dari Kementerian Internal Hukum 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi 

KP.01.04 d. Penetapan Formasi Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, 'l'idak memiliki Biro Sumber 
Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

- SK Penetapan Iormasi Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
Internal Hukum 

KP.01.05 e. Penetapan Formasi Khusus Biasa/ Terbuka Esclon JV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia. 

. SK Penetapan formasi Koordinator, Eksternal, menggaoggu dan 
khusus Pengawas Penegak kinerja inscansi Organisasi 

Internal Hukum 

KP.02 2 Pengadaan ASN PNS 

KP.02.01 a. Proses Penerimaan Pegawai Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Negeri Sipil (PNS) Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 
. pengumuman melalui Pengewas Pencgak kinerja instansi Organisasi 

media oetak maupun Internal Hukurn 
clektronik; 

. setekst adrninistrasi; 

. pemanggilan peserta test: 
- oelaksanaan uiian terrulis: 

http://V_4.il
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. pelaksanaan ujian 
kesehatan; 

. keputusan hasil ujian; 

. wawancara; dan 

. kepucus.an kelulusan . 

KP.02.02 b. Penerapan Pengumuman Terbata.s Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampak Biro Sumber 
KeJulusa.n Pengawas Ek sternal, yang Daya .Manusia 

Internal Pcnegak mengganggu dan 
Hukum kinerja lnstansi Organisasi 

KP.02.03 c. Berkas Lamaran yang Tidak Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro $umber 
Diterima Pengawas Ekstcmal, yang Daya Manusia 

Internal Penegak mengganggu dan 
HWCun1 kinerja instanst Organisasi 

KP.02.04 d. Nota Vsul dan Kelengkapan Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampak Biro Sumber 
Penetapan NIP Pengawas Eksternal. tcrka:it privasi Daya Manusia 

Internal Peoegak seseorang dao 
. surat larnaran: Hukum Organisasi 
. ijazah; 
. SKCK; 
. kartu kuning; 
. surat keterangan dokter: . dll (disesuaikan] . 

KP.02.0S e. Nota Usu! dan Pcngangkatan Terbatas Esclon II, Pcngawas Memilik:i dampak Biro Sumber 
CPNS Menjadi PNS Lebih 2 Pengewaa Eksternal, yang Daya Ma_nusia 
(dua) Tahun Internal Penegak mengganggu dan 

Hukum kinerja instansi Organisasi 
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KP.02.06 r, SK CPNS/PNS Kolektif Tcrbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumbcr 
Pengawas Eksterna1, yang Daya Manusia 
Internal Pcncgak mengganggu dan 

Hukum kinerja instansi Organisasi 

KP.03 3 Pengadaan ASN P3K IPegawal 
Pemerintah dengan Perjanjlan 
Ker;a• 1 Pe.,awai Kontrak 

KP.03.01 a. Proses Penerimaan ASN P3K Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia . pengumuman penerimaan Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 

ASN/P3K; Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi . seleksi administrasi; Internal Hukurn . pernanggilan peserta, rest: 
. pelaksanaan ujian tertulis; 
. pelaksanaan ujian 

kesehatan: 
. kernampuan bidang; 
. keputusan hasil ujian; . 

dan 
. wawancara . 

KP.03.02 b. Penetapan Pengumuman Tercatas Eselon ll, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
Kelulusan Pengawas Ekstemal, yang Daya Manusia 

Internal Penegak mcngganggu dan 
Hukum kincrja instansi Organtsasi 

KP.03.03 c. Pengangkatan ASN P3K Terbatas Eselon Lt, Pengawas Memiliki dampak Biro $umber 
Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia 

. surac lamaran; Internal Penegak mengganggu dan 

. ija.zah: Hukum kinerja instansi Organisasi 

. SKCK; 
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. karru kuning; . surat keterangan dokter, 
dan 

. dll (disesuail<an) 

KP.03.04 d. Berkas Lamaran yang Tidak Tcrbatas Esclon JI, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
Diterima Pcngawas Ekstcmal, yang Daya Ma11usi.a 

Internal Penegak rnengganggu dan 
Hulcum kinerja instansi Organisasi 

KP.OJ.OS c. SK I Pcrjanjian Kerja Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
Pcngawas i,ksternal, yang Daya Manusia 
Internal Penegak mengganggu dan 

Hukum kinerja instansi Organisaai 

KP.04 4 Pengadaan Pegawai Non ASN/ Biasa/ Terbuka Eselon TV, Publil<, Tidak memiliki Biro Sumber 
PPNPN Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia 

Koordinator, E:ksternal, mengganggu dan 
. berkas lamaran; dan Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
. SK Penetapan Internal Hukum 

KP.OS 5 Pengadaan Jabatan Pim.pi nan 
Tinggi Madya dan PTatama 

KP.05.01 a. Proses Penerimaan Jabatan Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampal< Biro Sumber 
Pimpinan Tinggi Madya dan Pengawas Ekstemal, yang Daya Manusia 
Pr a tam.a Internal Penegak mengganggu dan 

Hukum kinerja instansi Organisasi 
. pcngumuman; . seleksi administrasi; 
. pemanggilan peserta test; 
. pelaksanaan ujian tertulis; 
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- assesment renter; 
- kompetensi bidang; dan 
- keputusan hasil ujian dan 

wawancara 

KP.05.02 b. Penetapan Pengumuman Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Kelulusan Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dan - penetapan pengumuman Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
kelulusan Internal Hukum 

KP.05.03 c. Berkas Lama.ran yang Tidak Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Diterirna Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 

Koordinator, Ek sternal, mcngganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi 
lntemal Hukum 

KP.05.04 d. Usu! Rekomendasi Komisi Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Aparatur Sipil Negara Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia 

Koordin.ator, Eksternal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instanei Organisasi 
Internal Hukum 

KP.05.05 c. Nota Usu! ke Presiden Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kincrja instansi Organisaei 
Internal Hukum 
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KP.06 6 Pembinaan, Pengemban.gan 

Karir dan Penilaian Pegawal 

KP.06.01 a. Tugas Belajar / Jjin Bel ajar I Terbatas Eselon 01 Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber Diktat/ Kursus/ Ujian Pengawas Ekstemal, yang Daya Manusia Dinas/ Ujian Penyesue.ian Internal Penegak mengganggu dan Kenaikan Pangkat Hukum kinerja instansi Organisasi 
. edaran/ pengumuman 

berkenaan dengan studi 
lanjut; 

. surat menyure.t 
permohonan dari pegawai 
dan atau usulan studi; 

. laporan hasil res masuk 
Pcrguruan Tinggi yang 
dituju; 

. ikatan kerja a tau surat 
perjanjian ijin/tugas 
belajar; 

. Surat Perintah/ tugas 
belajar / SK/ surat ijin; 

. laporan perkembangan 
srudi; . ijazah; . akreditasi program studi; . STIPL;dan 

. sertifkat . 
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KP.06.02 b. Sasaran Kinerja Pegawai Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
(SKP) Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia 

Internal Penegak rnengganggu dan 
Hukum kinerja in$tansi Organisasi 

KP.06.03 c. Pakta lntegritasf Kesetiaan Terbatas Esclon II, Pengawas Memiliki darnpak Biro Sumber 
pada ldcologi Pancasila Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia 

Internal Penegak mengganggu dan 
Hukum kinerja instansi Organisasi 

KP.06.Qq d. Penetapan Angka Kredit Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
(PAK) Pengawas Ek sternal, yang Daya Manusia 

Internal Penegak mengganggu dan 
. DUPAK; dan Hukum kinerja instansi Organisasi 
. PAK 

KP.06.05 e. Disiplin Pegawa.i Tcrbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki darnpak Biro Sumber 
Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia . daftar hadir dan Internal Penegak mengganggu dan 

rekapitulasi; dan Hukum kinerja instansi Organisasi 
. kehadiran . 

KP.06.06 f. Hukuman Diaiplin Terbatas Eselon II. Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia . surat pemanggilan; Internal Penegak mengganggu dan 

. surar peringatan; Hukum kinerja instansi Organisasi 
. Berita Acara Pemeriksaan; 
. pernyataan udak puas; 
. SK pemberian hukuman 

disiplin; 
. pcrmohona.n Banding; dan 
. SK Kctctapan banding . 

http://ld.il
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KP.06.07 g. Penghargaan dan Tanda Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber 
Jasa I Satya Leneana Karya Sub Pengawas dampakyang Daya Manusia 
Satya ( LO, 20, 30) Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan 

Pengawas Penegak kincrja instansi Organisasi 
- administrasi; Internal Hukum . SK Penetapan; dan 
- sertiflkatj' piagam. 

KP.07 7 Mutasl Pegawai 

KP.07.01 a. Alih Status, Pindah lnstansi, Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Sumber 
Pindah Wilayah Kerja, Pengawas Ekstemal, yang Daya Manusia 
Diperbantukan, Internal Penegak mengganggu dan 
Dipekerjakan, Penugasan Hukum kinerja instansl Organisasi 
Sernentara, Pindah 
Sernentara, Mu�si Antarunit 

. Surat Permohonan: - Surat Alih 
Tugas/Perpindahan; 

- Surat Keputusan; 
- Surat Tugas; dan 
- Nota 

persetujuan/pertimbanga 
n BKN. 

KP.07.02 b. Mutasi Keluarga Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro SUmber 
Pcngawas Ek sternal, yang Daya Manusia 

- surat izin Internal Penegak mengganggu dan 
pemikahan / perceraian, Hukum kinerja Instans! Organisasi 

- surat penolakan iain; 
- surat nikah I ccrai; 
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- ------ 

. akte kelahiran anak; 

. surat keterangan adopsi 
anak; dan 

. surat keterangan 
meninggal dunia. 

KP.07.03 c. Usu! Kenaikan Terbatas Eselon Il, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan Pangkat/Oolongan Pengawas Eksternal, yang Organisasi 
Internal Penegak mengganggu . nota usul kenaikan Hukum kinerja instansi pangkat/ golongan; 

. sertifikat lulus uji 
kompetensi: dan 

. SK Kenaikan 
Pangka t/ Oolongan. 

KP.07.04 d. Kenaikan Gaji Berkala Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro SOM dan 
Pengawas Eksternal, yang Organisasi . usulan; dan Internal Penegak mengganggu . Surat Keputusan Hukurn kinerja instansi 

Kenaikan Gaji Berkala 

KP.07.05 e. Usul Pengangkatan dan Terbatas Eselon IJ, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan Pernberhentian dalam Pengawas Ekstemal, yang Organisasi Jabatan Internal Penegak mengganggu 
Hukum kinerja instansi . usulan dan SK Kenaikan 

Jabatan; . usulan dan SK 
Pengangkatan .Jabatan: 
dan 

. usulan dan SK 
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pemberhentlan Jabatan 

KP.07.06 f. Usu! Penetapa.n Perubahan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro SOM dan 
Data Pengawas Eksternal, yang Organisasi 
Dasar /Status/ Kedudukan Internal Penegak mengganggu 
Hukum Pegawai Hukum kinerja instansi 

- usulan: 
- nota persetujuan: 
- SK; dan 
- surat perseruj uan 

KP.07.07 g. Peninjauan Masa Kerja Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dam pa k Biro SOM dan 
Pengawas EksternaJ, yang Organisasi 

- usulan; Internal Pencgak mengganggu 
- nota persetujuan: Hukum kinerja instansi 
- SK; dan 
- surat persetujuan. 

KP.07.08 h. Baden Pertirnbangan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki darnpak Biro SOM dan 
Jabatan dan Kepangkatan Pengawas Eksternal. yang Organisasi 
(BAPERJAKAT) Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 
- administrasi; dan 
- notula. 

KP.08 8 Admhllatrasl Pegawal 
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KP.08.01 a. Cuti Besar Terbatas E:selon II, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan 
Pengawas Ekstemal, yang Organisasi 

. surat pcrmohonan cuti: Internal Penegak mcngganggu 
dan Hukum kinerja instansi 

. surar cuti. 
KP.08.02 b. Cuti Sa kit, Cuti Bersalin, Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan 

Cuti Tahunan Pengawas Ekstemal, yang Organisasi 
Internal Penegak mcngganggu 

. surat pcrmohonan cuti: Hukum kinerja instansi • dan 

. surat curl . 

KP.08.03 c. Cuti Alasan Pcnting Terbatas Esclon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan 
Pcngawas Eksternal, yang Organisasi . surat permohonan cuti; Internal Penegak mengganggu 

dan Hukum kinerja instansi . surat cuti . 

KP.08.04 d. Cuti Diluar Tanggungan Terbatas Eselon Il, Pengawas Mcmiliki dampak Biro SDM dan 
Negara (CTL.N) Pengawas Ekstcmal, yang Organisasi 

Internal Pcncgak mengganggu . surat permohonan cuti; Hukum kinerja instansi 
dan 

. surat cuti . 

KP.08.05 e. Dokumentasi ldentitas Terbatas Eselon II, Pengawas Me.miliki dampak Biro SDM dan 
Pegawai Pengawas Ekstemal, yang Organisasi 

Internal Penegak rnengganggu 
. usul penetapan; Hukum kinerja instansi 
. Karpeg/KPE/Karis/Karsu; 
. L.HKASN (L.aporan Harta 

Kekayaan ASN); 

http://L4.cH
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. keanggotaan organisasi; . profesi/kedinasan; 

. LP2P/SPT 
Tahunan/NPWP; dan . KP4 . 

KP.08.06 f. Dafter Urut Kepangkatan Terbatas Eselon rt, Pengawas Memiliki dampak Biro $DM dan 
(DUK) Pengawas Ekstemal, yang Organisasi 

Internal Penegak mengganggu 
Hukum kinerja instansi 

KP.09 9 Kesejabteraan Pegawai 

KP.09.01 a. Layanan Pemelih.araan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan 
Kesehatan Pegawai Pengawas Eksternal, yang Organisasi 

Internal Penegak mengganggu 
. re.kam medis; Hukum kinerja instansi 
. kartu anggota; 
. surat keterangan sehet; 

dan 
. eurat keterangan sakit . 

KP.09.02 b. Asuransi Pegawai/ ASKES/ Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Blrc SDM dan 
BPJS Pengawas Eksternal, yang Organisasi 

Internal Penegak mengganggu 
. administrasi pcndaftaran: Hukum kinerja instanei 

dan 
. penawaran asuransi. 
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KP.09.03 c. Bantuan Sosial Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik. Tidak memiliki Biro SOM dan 
Sub Pengawas dampak yang Organisasi 

. tanda terima; dan Koordinator, E)ssternal, mcngganggu 

. ucapan . Pengawas Penegak kincrja instansi 
Internal l:lukum 

KP.09.04 d. Rekreasi, Olah Raga, Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro SOM dan 
Kesenian Sub Pengawas dampak yang Or�anisasi 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu 
- penetapan anggaran; Pengawas Penegak kinerja instansi 
- administrasi; dan Internal Hukum 
- laporan 

pcrtanggungjawaban. 

KP.10 10 Pereellalhan/Sengketa Terbaras Eselon II, Pengawas Memiliki darnpak Biro SOM dan 
Kepegawalan Pengawas Eksternal, yang Organisasi 

Internal Penegak mengganggu 
- pengaduan; Hukum kinerja instansi 
- laporan: 
- notula; - Berita Acara Pemeriksaan; 

dan - SK. 

KP.11 11 Pemberhentian Pegawai Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro SOM dan 
Pengawas Eksternal, yang Organisasi . usu Jan pemberhentian Internal Penegak mengga.nggu 

pegawai; dan Hukum kinerja instansi . penetapan pemberhentian 
pegawai. 

http://Qd.il
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KP.12 12 Pemberhentian karena Terbat.as Eseion II, Pengawas Memiliki dampak Biro SDM dan 
Pensiun Pegawal/Janda/Duda Pengawas Eksternal, yang Organisasi 
& PNS yanc Tewas Internal Pencgak mengganggu 

Hukum kincrja instansi . usu Ian pemberhentian 
dan penetapan pensiun 
pegawai/ jandaf duda & 
PNS yang tewas; 

. SK pemberhentian dan 
pen eta pan pensiun 
pegawai/ janda/ dud a & 
PNS yang tewas; 

. penetapan penssun 
pegawai/jandafduda dan 
ASN vanz tewas. 

KP.13 13 Berku Perseorangan Pegawal Rahasia Eselon 11, Pcngawas Apabila dikctahui Biro SOM dan 
ASN PNS Pengawas Ekstcrnal, oleh pihak yang Organisasi 

Internal Pcncgak tidak bcrhak . Berkas larnaran yang Hukum dapat 
diterima; menim bulkan 

. Nota Penetapan NIP dan kerugian yang 
Kelengkapannya: serius terhadap 

. Nota privasi, 
Perscruiuan/Pcrtimbanga keuntungan 
n Kepala BKN; kompetitif, . SK Pengangkatan CPNS; hilangnya . Hasil Pengujian kepercayaan, 
Kesehatan; serta merusak 

. SK Pengangkatan kcmitraan dan 
PNS(ASN; reputasi . SK Peninjauan Masa 
Keria: 
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- SK Kenaikkan Pangkat; 
- Surat Pemyataan 

Mclaksanakan 
Tugas/Menduduki 
Jabatan; 

- Surat Pernyataan 
Pelantikan; 

- SK Pengangkatan dalam 
jabatan a tau 
Pemberhentian dari 
Jabatan 
Struktural/ Fungsional; 

- SK Perpindahan Wilayah 
Kerja; - SK Perpindahan Antar 
Instansi; 

- SK Cuti di luar 
Tanggungan Negara 
(CLTN); - Berit.a Acara Perneriksaan; 

- SK Hukuman 
Jabatan/Hukuman 
Oisiplin PNS/ ASN; 

- SK 
Perbantuan/Oipckcrjakan 
di luar lnstansi lnduk; 

- SK Penarikan Kembali 
dari 
Per ban tuan / Dipekerjakan; 

- SK Pcmberian Uang 
Tunggu: - SK Pcmbcbasan dari 



Jabatan Organik karena 
diangkat sebagai Pejabat 
Negara; 

- SK Pengalihan PNS; 
• SK Pemberhentian sebagai 

PNS/ASN; 
- SK Pemberhcntian 

Sementara: 
- Surat Kctcrangan 

Pernyataan Hilang; 
.. Surat Keterangan 

Kembalinya PNS/ ASN 
yang dinyatakan hi1ang; 

- SK Penggantian Na.rna; 
· Surat perbaikan Tanggal 

Tahun Kelahiran; 
- Surat Nikah/Cerai; 
- Akta Kelahiran; 
· Isian Formulir PUPNS; 
- Serita Acara PengambHan 

Sumpah/Janji PNS dan 
Jabatan; 

.. Surat Permohonan 
Menjadi Anggota Parpol; 

- Surat Keterangan Mutasi 
Kcluarga; 

- Surat Keterangan 
Meninggal Dunia; 

- Surat Keterangan 
Pe.ningkatan Pendidikan; 

- Penetapan Angka Krcdit 
Jabatan Funesional; 

• 48 - 
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- Surat Keterangan Hasil 
Penelitian Khusus; 

- Surat Pembcritahuan 
Kenaikkan Gaji Berkala; 

- Surat Tugas/ lzin Belajar 
Dalam/ Luar Negeri; - Surat Izin Bepergian kc 
Luar Negeri; 

- Kartu Pendaftaran Ulang 
(KardaJ) PNS; 

- ljazah/Sertifikat; 
- SK 

Penempatan/ Penarikan 
Pegawai: . SK Pengangkatan pad a 
Jabatan di luar lnstansi 
lnduk; - Surat Pertirnbangan 
Status PNS; 

- SK Pengaktifan Kembali 
Sebagai PNS; 

- Surat Pernyataan 
Pengunduran Diri dari 
Jabatan Orgaruk karcna 
dicalonkan sebagai 
Kepala/ Wakil Kepala 
Daerah; dan 

- SK Pensiun, 

KP.14 14 Serbs Peraeora.ngan Pejabat Rahasia E:selon II, Pengawas Apabila diketahui Biro SOM dan 
Eselon I Pengawas Eksternal, oleh pihak yang Organisasi 

Internal Penezak tidak berhak 
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Hukum dapat 
meni.rnbuJkan 
kerugian yang 

serius terhadap 
privasi, 

keuntungan 
kompeLitif, 
hilangnya 

kepercayaan, 
serta merusak 
kemitraan dan 

repurasi 

KP.15 15 Berka& Perseorangan Pegawai Rahasia e:selon II, Pengawas Apabila diketahui Biro SOM dan 
P3K/ Non ASN Pengawas Eksternal, oleh pihak yang Organisasi 

Internal Penegak tidak berhak . surat lamaran; Hukum dapat . ijazah; menimbulkan . SKCK; kerugian yang . surat keterangan dokter; serius terbadap 
dan privasi, . SK pengangkatan, dll keuntungan 
(disesuaikan]. kompetitif, 

hilangnya 
kepercayaan, 

serta merusak 
kerni traan dan 

reputast 

DL vn PENDIDlKAN DAN PELATIHAN 

DL.01 1 Perencanaa.n Dlklat 
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DL.01.01 a. Analisa Kebutuhan Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pu sat 
Pengawas Pengawas dampakyang Pengembanga . usulan kebutuhan diklat; Internal Eksternal, mengganggu n Sumber 

. perencanaan anggaran Penegak kinerja instansi Daya Manusia 
diklat; Hukum 

. kebutuhan tenaga 
pengajar / widyaiswara; . sasaran/target peserta; . sistem/ metode diklat; 
dan 

. laporan analisa 
kebutuhan diklat. 

DL.OJ.02 b. Program Kediklatan Tahunan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat 
Pengawas Pcngawas dampak yang Pengembanga 

. kalender diktat Internal Ekstemal, mengganggu n Sumber 
Penegak kinerja instansi Daya Manusia 
Hukum 

DL.01.03 c. KurikuJum dan Silabus Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki 
Diklat Pengawas Pengawas dampakyang Pusal 

Internal Ekstemal, mengganggu Pengembanga 
. SK Tim Penyusunan Penegak kinerja instansi n Sumbcr 

Kurikulum/ Silabus; Hukum Daya Manusia . notuJen rapat Tim 
Penyusun Kurikulum; . rancangan kurikulum; 

. GBPP; . panduan pengajaran; . penetapan kurikulum; . evaluasi kurikulum: dan 
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. laporan hasil evatuast . 

DL.01.04 d. Modul/ Materi/ Bahan Ajar Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat 
Pengawas Pengawas dampakyang Pengembanga 

. SK Tim Penyusunan Internal Eksternal. mengganggu n Sum.ber 
Moduli Materi/ Bahan Penegak kincrja instansi Daya Manusia 
Ajar; Hukum 

. notulcn rapat Tim 
Penyusun 
Modul/Materi/Bahan 
Ajar; . rancangan 
modul/materi/bahan ajar; 

. penetapan 
modul/ materi/ bahan ajar; . evaluasi 
modul/materi/bahan ajar; 
dan 

- laporan hasil evaluasi 
modul/materi/bahan ajar. 

DL.01.05 c. Konsultasi Penyclenggaraan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat 
Diklat Pengawas Pengawas dampakyang Pengembanga 

lnternal Eksternal, mengganggu n Sumber 
- Surat permohonan Penegak kinerja instansi Daya Manusia 

konsultasi; Hukum 
- Surat jawaban 

permohonan konsu1tasi; 
dan 

file:///~/cx/~/av/
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. tsian form konsultasi. 

DL.02 2 Penyelenggaraan Dlklat 

DL.02.01 a. Diklat Fungsional Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak merniliki Pu sat 
Pengawe.s Pengawas dampakyang Pengcmbanga . surat pemanggilan Internal Eksternal, mcngganggu n Sumber 

peserta, Penegak kinerja instansi Daya Manusi.a . Surat Keputusan Tim Hukum 
Pcnyclcnggara; 

. Surat Keputusan Tim 
Pengajar; 

. panduan diklat; 

. sambutan pernbukaan 
penyelenggara diklat; 

. daftar hadir peserta diklat; 

. daftar hadir widyaisware: 

. Pre Test/ Post Test; 

. basil nilai peserta diklat; 

. sambutan penutup; dan . laporan/tugas akhir 
diklat. 

DL.02.02 b. Diklac Teknis Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pu sat 
Pengawaa Pengawas dampakyang Pengembanga . eurat pernanggilan Internal Ek sternal, mengganggu n Sumber 

peserta; Penegak kinerja instansi Daya Manusia . Sura 1. Keputusan Tim Hukum 
Penvelenazara: 
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. Surat Keputusan Tim 

Pengajar; 
- panduan diklat; 
- sambutan pembukaan 

penyelenggara dil<lat; - daftar hadir peserta diklat; 
- daftar hadir widyaiswara; 
- pre test/ post resr: 
- hasil nilai peserta diklat; 
. sam bu tan penutup . 

DL.02.03 c. Diklat Kerja Sama Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mem.iliki Pu sat 
Pengawas Pengawas dampakyang Pengembanga . surat pcrmohonan kerja Internal Ekstemal, mengganggu n Sumbcr sama: Penegak kinerja Insransl Daya Ma.nusia . Perjanjian Kerja Sama; Hukum . Penugasan 

narasumbcr /widyaiswara; 
- jadwal; 
- SK Tim Pelaksana; 
- Pre Test/Post Test, dan 
- hasil nilai peserte diklat. 

DL.03 Evaluaei Diklat 

DL.03.0l a. Evaluasi Pcnyelenggara Terbatas Eselon 11, Pengawas Memilil<l dampak Pusal 
Diklat Pcngawas Eksternal, yang Pcngcmbanga 

lnternal Penegak mengganggu n Sumber .. formulir evaluasi Hukum kincrja instansi Daya Manusia . isian 
penyclcnggara; dan Pu sat - laporan evaluasi Pcngembanga oenvelen ...... araan diklat. n Sumber 
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Daya Manusia 
DL.03.02 b. Evaluasi Widyaiswara Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Pus at 

Pengawas Eksternal, yang Peng em bang a . . formulir evaluasi lnternaJ Penegak n Sumber - rsian mengganggu 
penyelenggara; dan Hukum kincrja instansi Daya Manusia 

- laporan evaluasi 
penyelenggaraan diklat, 

DL.03.03 c. Evaluasi Peserta/ Alumni Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Pusat 
Dik!at Pengawas Eksternal, yang Pengembanga 

Internal Penegak rnengganggu n Sumbcr . . formulir evaluasi Hukum kinerja instansi Daya Manusia - rssan 
penyelenggara; dan 

- laporan cvaluasi 
penyclcnggaraan diklat. 

DL.04 Altredltul Lembaga Dlklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusar 
Pengawas Pengawas dampak yang Peogem banga 

- surat pennohonan Internal Ekstemal, mengganggu n Sumber 
akreditasi; Penegak kinerja instansi Daya Manusia 

- berita acara rapat tim Hukurn 
penilai; 

- Surat Keputusan 
Pcnctapan Akreditasi; - sertifikat akreditasi; dan 

- laporan akreditasi 
lembaga diklat. 

DL.05 Data Penyelenggaraan Dlklat 
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DL.05.01 a. Data lembaga penyetenggara Biasa/ Terbuka EseJon IV. Publik, 1'idak memilik:i Pu sat 
kerja sama diktat Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga 

Internal Eksternal, mengganggu n Sumber 
Penegak kinerja Instansi Daya Manusia 
Hukurn 

DL.05.02 b. Data Prasarana Diklat Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, 'l'idak memiliki Pusat 
Pengawas Pcngawas dampak yang Pengembanga 
Internal Eksternal, mengganggu n Sumber 

Penegak kinerja instansi Daya Manusia 
Hukum 

D.L.05.03 c. Data Sarana Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pu sat 
Pengawas Pengawas dampakyang Pengernbanga 
Internal Eksternal, mengganggu n Sumber 

Penegak kincrja instansi Daya Manusia 
Hukum 

DL.05.04 d. Dara Pengelola Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pu sat 
Pengawas Pengawas darnpak yang Pengernoanga 
Internal Eksrernal, mcngganggu n Sumber 

Penegak kinerja instansi Daya Manusia 
Hukum 

DL.05.05 e. Data Penyelenggaraan Diklat Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tidak mcmiJ[kj Pusat 
Pengawas Pengawas dampakyang Pcngembanga 
1nternaJ Eksternal, mengganggu n Sumber 

Penegak kinerja instansi Daya Manusia 
Hukum 
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DL.05.06 r. Data Widyaiswara Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidak merniliki Pusat 
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga 
Internal Eksternal, mengganggu n Sumber 

Penegak kinerja instanst Daya Manusia 
Hul<um 

DL.05.07 g. Data Program Diktat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidal< memililo Pu sat 
Pengawas Pengawas dampakyang Pengembanga 
Internal Eksternal, mengganggu n Surnber 

Penegak kinerja instansl Daya Manusia 
Hukum 

DL.05.08 h. Data Peserta Diklat Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidak memiliki Pus at 
Pengawas Pengawas dampakyang Pengembanga 

. surai pennobonan nomor lnternal Ekstemal, mengganggu n Sumber 
register; Penegak kincrja Instans! Daya Manusia 

. buku register; Hukum 

. su.rat pcnyampaian kode 
register; dan 

. salinan STTPL/ Sertifikat 
Kclulusan. 

KU VIII KEUANGAN 
KU.Ol l Pela.k.sanaan Anggaran 

KU.OJ.OJ a. Rencana Anggaran Biaya Biasa/ Terbuka f,;selon IV, Publik, Tidak mcm iliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja tnstansi 
Internal Hul<um 
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KU.01.02 b. Penggajian Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pcngawas dampakyang Kcuangan 

Koordine.tor, Ek sternal, mengganggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
lntemal Hukum 

KU.01.03 c. Belanja Barang Habis Pakai Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

Koordinator, Eksternal, me.ngganggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

KU.01.04 d. Belanja Barang Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memilik:i Biro 
lnventaris/Barang Modal Sub Pengawas dampak yang Keuangan 

Koordinator, Ekstemal, mensganggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
tnternat Hukum 

KU.01.05 e. Belanja Jasa Biasa/ 'rerbuka Eselon IV, Publik, Tidak rnemiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Keuangan 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dart Umum 
Pengawas Penegak kinerja inscansi 
Internal Hukum 

KU.02 2 Pencelolaan Perbendaharaan 

KU.02.01 a. Perbendaharaan Biasa/ Terbuka Esclon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan . SK Pengangkatan KPA; Koordinator, E:ksternal, mengga.nggu da.n Umum . SK Pengangkatan PPK; Pengawas Penegak kinerja instansi . SK Pengangkatan Pejabat Internal Hukum 

Penandatanzan SPM; dan 
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- SK Pengangkatan 
Bendahara Penerima dan 
Bendahara Pengeluaran. 

KU.02.02 b. Kartu Pengawasan Kredit Terbatas Eselon 11, Pcngawas Memiliki dampak Biro 
Anggaran Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

Internal Penegak mengganggu dan Umum 
Hukum kinerja instansi 

KU.02.03 c. Pajak Biasa/ Terbuka Esclon IV, Publik, Tidak memi1iki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

- Surat Setor Pajak {SSP); Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum 
dan Pengawas Penegak kinerja instansi 

- Nota Konfirrnasi, dlL Internal Hukum 

KU.02.04 d. Penerimaan Negara Bukan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tida.k memiliki Biro 
Pajak Sub Pengawas dampak yang Keuangan 

Koordin.ator, Eksternal, mengganggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

KU.02.05 e. Pengembalia n Belanja Biasa/ Terbuka Esel.on IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

- SSPB;dan Koordinator, Ekstcrnal, mengganggu dan Umum 
- SSBP. Pengawas Penegak kinerja instansi 

Internal Hukum 
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KU.02.06 r. Pembukuan Anggaran Terbatas Eselon JI, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas EksternaJ, yang Keuangan 

. BKU; lnternal Penegak mengganggu dan Umum 

. BKP; Hukum kinerja instansi 

. Kartu Realisasi Anggaran; 
dan 

. Kartu Penzawasan . 
KU.03 3 Verifikaai Anggaran Terbatas Eselon 11. Pengawas Memiliki darnpak Biro 

Pengawas Eksternal, yang Keuangan 
Internal Penegak mengganggu dan Umum 

Hukum klnerja instensi 

KU.04 4 Aku.nta.nsi dan Pelaporan 

KU.04.0 I a. Dokumen Akuntansi Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki darnpak Biro 
Keuangan Pengawas El.<stemal, yang Kcuangan 

Internal Penegak mcngganggu dan Umum . Serita Acara Pemeriksaan Hukum kinerja instansi 
Kas; dan . Kas/Register Penutupan 
Kas 

KU.04.02 b. Laporan Keuangan Tahunan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawa.s Ekstemal, yang Keuangan 

. Laporan Arus Kas; Internal Pencgak mengganggu dan Umum 

. Laporan Realisasi Hukum kinerja iostansi 
Anggaran; 

. Neraca: dan 

. Catatan atas Laporan 
Keu.angan {CALK). 

KU.OS 5 Ketatausahaan Keuan.gan 
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KU.05.01 a. Ke.terangan Penghasilan Tcrbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Keuangan 
Internal Penegak mengganggu dan Umum 

Hukum kinerja instansi 

KU.05.02 b. Surat Keterangan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Pemberhentian Pembayaran Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

Koordinator, Ekstemal, mengga.nggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

KU.05.03 c. Pinjaman Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Keuangan 
Internal Penegak mengganggu dan Umum 

Hukum kinerja instansi 

KU.05.04 d. Tabungan Perumahan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

- Administrasi Pendaftaran; Internal Penegak mengganggu dan Umum 
dan Hukum kinerja instansi 

- Penawaran Perumahan, 

KP.05.05 •• luran Keanggotaan Organisasi Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidal< memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

Koordinator, Ekst.ema), mengganggu dan Umum 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
lntcrnaJ Hukum 
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-------- 

KU.06 6 Bantua.n/Pinjaman Luar Negeri Terbatas Eselon U, Pengawas Mcmiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

permohonan . Internal Penegak dan Umum . pinjaman mengganggu 
luar negeri (blue book); Hukum kincrja instansi 

- dokumen kesanggupan 
negara donor untuk 
membiayai (grey book); . Dokumen Memorandum or 
Understanding (MoU); 

- Dokumen Memorandum of 
Understanding (MoU), dan 
dokumen sejenisnya; dan - aJokasi dan relokasi 
penggunaan dana 
pinjaman/hibah tuar 
negeri 

KU.07 7 Sistem Akutanai lnstanai fSAI) 

KU.07.01 a. Serita Acara Rekcnsiliasi Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
(BAR) Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

Internal Penegak mengganggu dao Umum 
Hukum kinerja instansi 

KU.07.02 b. Register Transaksi Harian Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
(RTH) Pengawas Eksternal, yang Kcuangan 

Internal Pcnegak mengganggu dan Umum 
Hukum kinerja instansi 

http://_lct.ll
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KU.07.03 c. La po ran RcaJisasi SAJ Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Bulanan/Triwulan/Scmester Pen.gawas Ekstemal, yang Keua.ngan 

Internal Penegak mengganggu dan Umu.m 
Hukum kinerja instansi 

KU.OB 8 Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara 

KU.08.01 a. La po ran Hasil Pemeriksaan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki da.mpak Biro 
Ekste.mal atas La po ran Pengawas Ekst.ernal, yang Kcua.ngan 
Keuangan oleh Bad an Internal Pcnegak mengganggu dan Umum 
Pemeriksa Keuangan Hukum kinerja instansi 
Republik Indonesia 

KU.08.02 b. Hasil Pengawasan dan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak B.iro 
Pemeriksaan Jntemal oleh Pengawas Eksternal, yang Kcuangan 
lnspektorat internal Penegak mcngganggu dan Umum 

Hukum kinerja instansi 

KU.08.03 c. La po ran Aparat Pemeriksa Terbatas Eselon Il, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Fungsional: Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

Internal Penegak mengganggu dan Umum - LHP [Laporan Hasil Hukum kinerja instansi 
Perneriksaan]; - MHP (Memorandum Hasil 
Pemeriksaan]; dan 

- Tindak Lanjut/ Ta.nggapa.n 
LHP. 
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KU.08.04 d. Penyelesaian Kerugian Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Kcuangan Negara Pengawas I::kstemal, yang Keuangan 

Internal Penegak mengganggu dan Umum 
. Tuntutan Hukum kinerja instansi 

Perbendaharaan/ TP; dan . Tuntutan Oanti Rugi/ 
TOR. 

PL IX PERLENGKAPAN 

PL.01 1 Rencana Pengadaan Biasa/ Terbuka Eselon IV, PubLik, Tidak memiliki Biro 
(Pengadaan Baran.g, Pekerjaan Sub Pengawas dampakyang Keuangan 
Koutrukai, Ja.sa Konatrukai) Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum 

Pengawas Penegak kinerja instansi . Masi I ldentifikasi dan Internal Hukurn 
Analisis Kebutuhan 
Barang/Jasa; 

. Kerangka Acuan Kerja 
(KAK); 

. Surat Penetapan Rencana 
Anggaran Pcngadaan: dan 

. Pcngumuman Rcncana 
Umum Pengadaan. 

PL.02 2 Pemilihan Penyedia 
PL.02.01 a. Pcrsiapan Pcmilihan Penyedia Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tjdak mcmiliki Biro 

Sub Pengawas dampakyang Keuangan . hasil Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum 
identifikasi/ pemeriksaan Pengawas Penegak kinerja instansi 
data pengadaan Internal Hukum 
barana nasa; 
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. penyusunan dan 
penetapan spesifikast 
teknis; . penyusunan dan 
penetapan Harga 
Perkiraaan Sendiri (HPS); 
dan 

. penyusunan dokumen 
pengadaan. 

Pl...02.02 b. Pengadaan Barang/ Jasa Biasa/ Terbuka Esclon IV, Publik, Tidak merniliki Biro 
l..angsung Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum . berkas pengajuan dari Pcngawas Penegak kinerja instansi 
unit kerja pengusul ke Internal Hukum 
PPK, melipuri, nota dinas, 
spesifikasi teknis, RAB, 
PO.K; dan 

. sura; pesanan, sural 
jatan, faktur/invoice, 
undangan pengadaan 
langsung. Serita Acara 
evaluasi Pcnawaran, 
Serita Acara Hasil 
Pengadaan langsung, 
Surat perintah kerja 
(SPK), Berita Acara serah 
Terima (BAST) Serita 
Acara Pemba:yaran (BAP), 
Resume kontrak, kuiranst, 
surat setoran Pajak, C· 
raktur. 
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PL.02.03 c. Pengadaan Barang/Jasa E- Biasa/ Terbuka Eselon (V, Publik, Tidak memiliki Biro Pu.tehasing, £�Catalog Sub Pengawas dampak yang Keuangan 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum - berkas pengajuan dari Pengawas Penegak kinerja mstansi 
unit ke.rja pengusul ke Internal Hukum 
PPK1 meliputi, nota dinas, 
spesifikasi teknis, RAB, 
POK.; dan 

- Surat pesanan, surat 
jalan, faktur / invoice, 
undangan pengadaan, 
Serita Acara evaluasi 
Penawaran, Berita Acara 
Hasil Pengadaan, Surat 
perintah kerja (SPIC), 
Berita Acara serah Terima 
(BAST) Serita Acara 
Pembayaran (SAP), 
Resume kontrak, kuit.ansi, 
surat setoran Pajak, c- 
faktur. 

PL.02.04 d. Pelaksanaan Kontrak Tender/ Biasa/ Terbuka Eselon TV, Publik, Tidak memiliki Biro Penunjukan Langsung Sub Pengawas dampak yang Keuangan 
Kcordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

1) Persia pan Pelaksanaan 
Kontrak 
Tender /Penunjukan 
Lanasuna 



- pengumuman; 
- pendaftaran: 
- notulensi pcnjelasan 

pekerjaan; 
- pemasukan dan 

pembukaan penawaran 
meliputi; profil 
perusahaan, akte 
pendirian perusahaan, 
pengalaman kerja 
perusahaan, SIUP/NIB 
(nomor induk 
berusaha], TOP, 
rekening koran, NP\VP 
dll; 

- 67 - 

- evaluast 
dan 

penawaran: 

- penetapan dan 
pengumuman 
pemenang, 

2) Pcnandatanganan Kontrak 
- surat Penunjukkan 

Penyedia Barang/ Jasa 
(SPPBJ); 

- Kontrak 
Perjanjian /Pekerjaan; 
dan 

- Surat Perintah Mulai 
Kerja (SPMK). 

3) Pelaksanaan Kontrak 
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. dokumen has ii 

pelaksanaan kon trak; 
. Iaporan pelaksanaan 

kontrak/ pekerjaan; 
. Serita A car a 

Pemeriksaan; 
. Adendum Kontrak; dan . Serita A car a Se rah 

Terima Pekerjaan. 

PL.02.05 e. Swakelola Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro . pengumuman: Sub Pengawas dampak yang Keuangan . hasil proses seleksi; Koordinator, E:kstemal, mengganggu dan Umum . kontrak; Pengawas Penegak kinerja instansi . Sura, Tugas; Internal Hukurn . Perjanjian 
Kerjasama/ MOU; 

. laporan pelaksanaan 
swakelola.; dan 

. 1aooran evaluasi, 
PL.03 3 Pengelolaan BMN 

PL.03.01 a. Penatausa.baan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan . laporan pencatatan BMN; Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum . pencatatan barang masuk; Pengawas Penegak kinerja instansi . daftar barang BMN; dan Internal Hukum . pembukuan BMN . 
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PL.03.02 b. Jnventarisasi BMN Biasa/ Terbuka e:selon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

. stock opname; dan Koordinator, EkstcrnaJ. mengganggu dan Umum 

. daftar inventaris barang. Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

PL.03.03 c. Pendistribusian BMN Biasa/ Terbuka e:selon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampak yang Keuangan . catatan/ bukti barang Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum 

masuk/ keluar; dan Pengawas Penegak kinerja instansi 
. catatan/bukti Internal Hukum 

pendistribusian barang) 

PL.03.04 d. Penetapan Status Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Penggunaan BMN Sub Pengawas dampakyang Keuangan 

Koordinator, Eksternal, rnengganggu dan Umum 
. usulan penggu.naan BMN· Pengawas Penegak kinerja instansi , 

dan Internal Hukum 
. SK Penetapan Status 

Pen ... zunaart Barane, 
PL.03.05 e. Pemeliharaan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 

Sub Pengawas dampakyang Keuangan 
. usulan pemeliharaan; dan Koordinator, Ekstemal, mcngganggu dan Umum 
. la po ran pemeliharaan. Pengawas Penegak kinerja instansi 

Internal Hukum 

PL.03.06 f. Pcmanfaatan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publ.ik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan . permin taan/ usulan Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum 

pemanfaatan Pengawas Penegak kinerja instansi 
barang/BMN; Internal Hukum 

- oerianiian oemanfaatan 
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BMN; . penoJakan pernanfatan 
BMN; dan 

- laporan pemanfatan. 

PL.03.07 g. Pemindahtanganan BMN Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan - usuJan Koordinator, EksternaJ, mengganggu dan Urnurn 

pemindahtanganan Pengawas Pcnegak kinerja instansi 
barang/BMN; Internal Hukum . penawaran hi bah BM N; 
dan 

- Serita Acara 
Pemindahtanganan BMN. 

PL.03.08 h. Penghapusan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Kcuangan . Daftar lnventaris Barang Koordinator, Eksternal, mcngganggu dan Umum Rusak; Pengawas Penegak kinerja instansi . Usulan Daftar BMN yang Internal Hukum 

akan di Hapus; 
- Daftar BMN yang dinilai 

kembali; 
- SK TIM Penghapusan 

BMN; . SK Persetujuan 
Penghapusan; . Beri ta acara Pengha pusan 
BMN; 

- Letang BMN; dan . Laporan . 
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PL.03.09 , . Pengamanan/ Pengawasan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak rnerniliki Biro 
BMN Sub Pengawas dampakyang Kcuangan 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan Umum - laporan Pengawas Penegak kinerja instansi 
pengamanan/ pengawasan Internal Hukum 
fisik BMN; dan 

- dokumen a set BMN 
(Sertifikat Tanah, !MB, 
blue print bangunan, As 
Build drawing, STNK, 
BPKB) 

PL.03.10 J. Pelaporan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidal< memiliki Biro 
Sub Pengawas dampakyang Keuangan - RKBMN (Rencana Koordinator, Ekstcmal, mengganggu dan Umum 

Kebutuhan Barang Milik Pengawas Penegak kinerja instansi 
Negara); dan Internal Hukurn 

- laporan BMN (un audited, 
audited, semesteran, Unil 
Kuasa Pengguna Barang 
(UKPB). Kuasa Pengguna 
Barang) (KPB). 

PL.04 4 Bukti-Bulrtl Kepemlllltan Aset Tcrbalas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

- sertifikat tanah; Internal Penegak mengganggu dan Umum - Izin Mendirikan Bangunan Hukum kinerja instansi 
(IMB); 

- Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBBJ; 

- Buku Pcmilik Kendaraan 
Bermotor IBPKBl; 
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- Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNKJ; 

- denah/ gambar reknik 
bangunan;dan 

- denah Instalasi 
listrik/ saturan air dan 
gas/jaringan internet. 

TU x KETATAUSAHAAAN 

TU.01 1 Keprotokol.an 

TU.OJ.OJ a. Upacara Kedinasan (Upacara Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidak rnemiliki Biro 
Bendera, Upacara Hari Bcsar, Sub Pengawas dampakyang Keuangan 
Upacara Pelantikan, Se rah Koordinator, Ekstemal, mengganggu clan Umum 
Terirna Jabatan, Peresmian) Pengawas Penegak kinerja Instansi 

Internal Hukum - undangan/pemberitabuan . 
• . susunan Acara; 

. berita acara: . naskah serah terima; dan . sambutan/pidato . 

TU.01.02 b. Kunjungan Kedinasan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum . kuajungan dinas Sub Pengawas dampakyang dan Humas 
Pimpinan Koordinator, Eksternal, mcngganggu 
Lembaga/lnstansi/Tamu Pengawas Penegak kinerja instansi 
Negara; dan Internal Hukum . kunjungan din as Pejabat 
lain/PegawaL 
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TU.Ol.03 c. Agenda Kegiatan Pimpinan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mcmiliki Biro Hukum 
Sub Pengawas dampakyang dan Humas . jadwal kegiatan Pimpinan, Koordinator, Eksternal, mengganggu 

dll. Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

TU.01.04 d. Daftar Nama dan Ala mat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum 
Pejabat /Profil Pimpinan Sub Pengawas dampakyang dan Humas 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

TU.02 2 Perjala.nan Dinaa Pimpina.n 

TU.02.01 a. Perjalanan Dinas Dal am Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Negeri Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

tmernat Penegak mengganggu dan Umum . Surat Perintah Perjalanan Hukum kinerja instansi 
Dinas (SPPO)/ Surat 
PerjaJanan Dinas (SPD); 
dan 

. agenda acara kegiatan . 

TU.02.02 b. Perjalanan dinas Iuar negeri Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

. Surat pcrintah perjalanan Internal Penegak mengganggu dan Umum 
Oinas/ surat perjalanan Hukum kinerja i.nsta.nsi 
dinas (SPPD /SPD); 

. Agenda A car a Kegiatan; 
dan 

. Surat Permohonan 
Penzurusan paspor, visa. 
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exit permit, ijin perjaJanan 
luar negeri. 

TU.03 3 Penyelenggaraan Rapat Terbaras Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro Pim pl nan Pengawas Eksternal, yang Kcuangan . undangan rapat; Internal Penegak mengganggu dan Umum . materi rapat; Hukum kinerja instansi - daftar hadir: dan 
- notulensi/ risalah. 

RT XI KERUMAHTANGGAAN 

RT.01 1 Penguruaan Penggunaan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Pub]ik, Tidak memiliki Biro 
Sarana Telekomunlkael: Sub Pengawas dampakyang Keuangan Telepon, Telek1, TV Kabel, Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum Internet dll. Pengawas Penegak kinerja instansi 

Internal Hukum - Surat Permohonan 
penggunaan; 

- Rekening tagihan: 
- Bukti pembayaran; 
- Surat Pernberitahuan . keterlambatan membayar/ 

denda; . Surat Pemberitahuan 
pemutusan jaringan, 
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RT.02 2 Pengurusan Penggunaa.n Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Fasilltas Kantor: Ruanga.n, Sub Pengawas dampakyang Keuangan 
Gedun1, Wisma, Rum.ah Dinas, Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum 
Kendaraan clan Fasllitas Pengawas Penegak kincrja inatansi 
Kantor La.innya Internal Hukum 

surar ijin I . . formulir . isian 
penggunaan fasilitas kantor; 
dan . surat perserujuan/ penolakan 
penggunaan fasilitas kantor. 

RT.03 3 Penyediaan Konsumsi dan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Akomodasl Sub Pengawas dampak yang Kcuangan 

Koordinator. Eksternal, mengganggu dan Umum . surar permohonan Pengawas Pcnegak kinerja instansi 
penyediaan Internal Hukum 
konsumsi/akomodasi: dan . su rat 
persetujuan I penolakan 
penyediaan 
konsumsi/ akomodasi. 

RT.04 4 Pengurusan Kendaraan Dine.a 

RT.04.01 a. Pengurusan Surat Kendaraan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Dinas Pcngawas Ekstcrnal, yang Keuangan 

Internal Pcncgak mengganggu dan Umum 
Hukum kinerja instansl 
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RT.04.02 b. Pemetiharaan dan Perbaikan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Kendaraan Dinas Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

Internal Penegak mengganggu dan Umum 
Hukum kinerja instansi 

RT.04.03 c. Pengurusan Kehilangan dan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Masalah Kendaraan Dinas Pengawas Ekstemal. yang Keuangan 

Internal Penegak rnengganggu dan Umum 
Hukum kincrja instansi 

RT.OS 5 Pemeliharaan Gedung dan 
Ta man 

RT.05.Q I a. Berkas Pemeliharaan Terbatas EseJon It, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pcrtamanan/ Landscaping Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

Internal Pencgak mcngganggu dan Umum 
Hukum kincrja instansi 

RT.05.02 b. Berkas Pelaksanaan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengh.ijauan di Lingkungan Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 
Gedung/Kantor Internal Penegak mengganggu dan Umum 

Hukum kinerja instansi 

RT.05.03 c. Berkas Perbaikan Gedung Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ek sternal, yang Keuangan 
Internal Penegak mengganggu dan Vmum 

Hukum kinerja instansi 
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RT.05.04 d. Berkas Perbaikan Rum ah Terbatas Eselon !I, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Dinas/Wisma Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

Jnterna) Penegak mengganggu dan Umum 
Hukum kinerja instansi 

RT.05.05 e. Berkas Pemeliharaan Terbatas Eselon ll, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Kebersihan Gedung dan Pengawas Eksternal, yang Keuangan 
Tam an Internal Penegak mengganggu dan Umum 

Hukum kinerja instansi 

RT.06 6 Pengelolaan Jarlngan Listrik, 
Air, Telepon clan Komputer 

RT.06.01 a. Perbaikan/Pemelihara.an Terbatas Eselon !I, Pengawa.s Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstcrnal, yang Keuangan 

. surat ijin/formulir Internal Penegak mengganggu dan Umum 
permohonan perbaikan Hukum kinerja instansi . listrik, telepon jarmgan 
dan komputer; . surat 
persetujuan I penolakan 
perbaikan jaringan listrik, 
telepon, dan komputer; 
dan 

. perbaika.n jaringan 
jaringan tistrik, relepcn 
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dan komputer. 

RT.06.02 b. Pemasangan Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki darnpak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Kcuangan 

. Surat permohonan Imernal Pcnegak mengganggu dan Umum 
pemasangan kebutuhan Hukum kinerja Instansi 
jaringan listrik, telepon, 
dan komputer dari unit 
kerja; dan; 

. surat 
persetujuan/ penolakan 
pemasangan jaringan 
listrik, telpon dan 
komputer. 

RT.07 7 Ketertlban 

RT.07.01 a. Pengelolaan Parkir Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

. surar/nora pen gurus.an Internal Penegak mengganggu dan Umum 
dan pengaruran ketertiban Hukurn kincrja instansi 
parkir; dan 

. data kendaraan oarkir . 
RT.07.02 b. Kctertiban Lingkungan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 

Pengawas Eksternal, yang Keuangan 
. surat/nota pengurusan Internal Pcnegak mengganggu dan Umum 

dan pengaturan ketertiban Hukum kinerja instansi 
lingkungan; dan 

. laporan ketertiban 
lingkungan. 
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R'l'.08 8 Keamanan 

RT.08.01 a. Pengawalan Pimpinan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pcngawas Eksternal, yang Keuangan . surat permintaan Internal Penegak mengganggu dan Umum 

pengawalan; Hukum kinerja instansi 
. surat tugas pengawalan; 

dan . laporan pelaksanaan 
pengawalan. 

RT.08.02 b. Satuan Pengaman ( Sea,rity) Terbatas Eselon u, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 

. daftar jaga/piket/ buku Internal Penegak mcngganggu dan Umum 
pengambilan kunci; Hukum kinerja instansi 

. daftar petugas; . surat izin keluar / masuk 
kantor di luar jam kerja; 

. laporan pelaksanaan 
tugas pengamanan: dan 

. laporan kejadian 
gangguan keamanan. 

RT.08.03 c. Bantuan Pengarnanan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Kcuangan 

. surat permohonan lntemal Penegak mengganggu dan Umum 
bantuan. pcngamanan; Hukum kinerja instansi 

. surat tueas oenzamanan: 

http://Uct.Il
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dan 
. lapora.n pclaksanaan 

pcngamanan 

RT.09 9 Admlnlatraal Pakaian Dinas Tcrbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pegawai, Satpam.. Pctugas Pengawas Ekstemal, yang Keuangan 
Kebersihan clan Pegawai Internal Penegak mengganggu dan Umum 
La.inn ya Hukum kinerja instansi 

. usu Jan pengadaan 
pakaian dinas: 

. desain pakaian dinas; dan 

. tanda tcrima 
pendistribusian pakaian 
din as. 

KA Xll KEARSIPAN 

KA.01 1 Penciptaan Aralp 

KA.0 I.OJ a. Pcngclolaan Surat Masuk Terbatas E:selon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstemal, yang Keuangan . agenda surat masuk Internal Penegak mengganggu dan Umum 

(manual/elektronik); dan Hukum kincrja instansi 
. tanda terima . 

KA.01.02 b. Pengelolaan Surat Keluar Tcrbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Keuangan . buku agenda penomoran Internal Penegak mengganggu dan Umum 

surai (manual/elektronik); Hukum kinerja instansi 
. daftar surer pertinggaJ; 
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- nota dtnas permintaan 
unit kerja; dan 

- buku pendistribusian. 

JCA.02 2 Pemeliharaan Arsip 

KA.02.01 a. Pemberkasan Terbatas Eselon 11, Pengawas Mcmiliki dampak Biro 
Pengawas Ekstcmal, yang Keuangan 

- daftar Arsip (daftar berkas Internal Penegak mengganggu dan Umum 
dan daftar isi berka.s); Hulrum kinerja instansi 

- formulir peminjaman 
Arsip, dan 

- buku catatan peminjaman 
Arsip, di!. 

KA.02.02 b. Penataan Arsip Terbatas Esclon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas EksternaJ, yang Keuangan 

- daftar Arsip lna.ktif; [ntcrnal Penegak mengganggu dan Umum 
- forrnulir peminjaman Hukum kinetja instansi 

Arsip lnaktif; dan 
- buku catatan peminjaman 

Arsip lnaktif, di!. 

KA.02.03 c. Penyimpanan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas EkstemaJ, yang Keuangan 

- skema penataan Arsip; Internal Penegak mengganggu dan Umum - peta lokasi penyimpanan Hukum kinerja instansi 
Arsip; - cheklist pengaturan suhu 
dan temoaratur ruana 
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penyimpanan; dan . pemeliharaan Arsip dan 
ruang penyimpanan 
[seperti kegiatan fumigasi). 

KA.02.04 d. Alih Media Arsip Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Pengawas Eksternal. yang Keuangan 

. Serita Acara alih media lnterne! Penegak mengganggu dan Umum 
Arsip; dan Hukum kinerja instansi 

. daftar Arsip yang dialih 
mediakan. 

KA.02.05 e. Akses Penggunaan Arsip Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik. Tidak memiliki Biro 
Pengawas Pengawas dampak yang Kcuangan 

. buku peminjaman Arsip: Internal Eksternal, mcngganggu dan Umum 
dan Pcnegak kincrja instansi . formulir peminjaman. Hukum 

KA.03 3 Pengelolaan Anlp VIW dan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro 
Anlp Terjaga Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

Internal Penegak mcngganggu dan Umum 
. daftar Arsip vital; Hukum kinerja instansi 
. daftar Arsip Terjaga, laporan 

daftar Arsip Terjaga ke Arsip 
Nasional Republik Indonesia 
(ANRI); dan 

- berita acara penyerahan 
salinan Arsip Tcrjaga. 

KA.04 4 Penyusutan Anlp 
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KA.04.01 a. Pemindaha.n Arsip lnaktif Terbatas Eselon II. Pengawas Memiliki darnpak Biro 
Pcngawas Eksternal, yang Kcuangan . Serita Acara pemindahan Internal Penegak mengganggu dan Umum 

Arsip; dan Hulrum kinerja instansi 
- daftar Arsip yang 

dipindahkan. 

KA.04.02 b. Pemusnahan Arsip Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki darnpak Biro 
Pengawas Ekstemal. yang Keua.ngan 

- SK Tim Pemusnahan; Internal Pencgak mengganggu dan Umum 
- surat usulan Hulrum kinerja instansi 

pemusnahan; . rekomendasi/ pertimbanga 
n/persetujuan 
pernusnahan dari Kepala 
ANRJ; 

- Surat Keputusan 
Pemusnahan; 

- Serita Acara Pemuanahan; 
dan 

- daftar Arsip musnah. 

KA.04.03 c. Penyerahan Arsip Sta.tis Terbatas Esclon II, Pengawas Mem iliki darnpak Biro 
Pengawas Eksternal, yang Keuangan 

- surat usulan pcnycrahan Internal Penegak mengganggu dan Umum 
Arsip Statis; Hulrum kinerja instansi 

- rekomendasi I pertirnbanga 
n/persetujuan 
penyerahan Arsip; 

- Serita Acara Penyerahan 
Arsip Statis; dan 
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- dafta.r Atsip usul serah. 

KA.OS 5 Pembuatau Sistem Kearaipan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
(TND, Klaaifikasi, JRA, KKAAI Pengawas Pengawas dampakyang Keuangan 

In Lema! Eksternal, rnengganggu dan Umum 
Penegak kincrja instansi 
Hukurn 

KA.06 6 Pembinaan Kearsipan 

KA.06.01 a. Bimbingan Tek.nis Kearsipan/ Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro 
Bimbingan Konsultasi Pengawas Pengawas darnpak yang Keuangan 
Kearsipan Internal Ekstemal, mengganggu dan Umum 

Penegak kincrja instansi - perencanaan; Hukum . persiapan kegiatan: 
- petaksanaan kegiatan: dan 
- pelaporan pelaksanaan 

kegiatan. 

KA.06.02 b. Supervisi/ Pengawasan Biasa/ Terbuka E:selon IV, Publik, Tidak merniliki Biro 
Kcarsipan Pengawas Pengawas dampak yang Keuangan 

Internal Ekstemal, mengganggu dan Umum - perencanaan: Penegak kinerja instansi 
- pcrsiapan kegiatan: Hukum 
- pelaksanaan kegiatan; dan 
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- pelaporan haeil supervisi/ 
pengawasan Kear sipan. 

KJ\.06.03 c. Monitoring Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak mecniliki Biro 
Pengawas Pengawas dampak yang Keuangan 

- perencanaan; Internal Eksternal, mcngganggu dan Vmum 
- persiapan kegiatan, Penegak kinerja instansi 
- pelaksanaan kegiatan, dan Hukum 
- pelaporan has ii 

monitoring. 

PW XID PENGAWASAN 

PW.01 1 Program Kerja Pengawaaan 

PW.01.01 a. Program Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki darnpak lnspektorat 
Pembinaan / l'asilitasi Aparat Pengawas E:kstemaJ, yang 
Pcngawasan Internal Pencgak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 

PW.01.02 b. Program Konsuhasi dan Terbatas Eselon ll, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Koordinasi Pengawasan Pengawae Eksternal, yang 
Regional Internal Pencgak mengganggu 

Hukum kincrja instansi 
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PW.01.03 c. Program Kerja Paengawasan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Tahunan (PKP'T) Pengawas Ekaremal, yang 

Internal Penegak mengganggu 
Hukum kinerja instansi 

PW.OJ.04 d. Program pemantauan hasil Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
pengawasan dan pemeri.ksaan Pengawas Ekstemal, yang 

Internal Penegak mengganggu 
Hukum kinerja instansi 

PW.02 2 Pelaksa.naan Pengawasan 

PW.02.0J a. Pcngawasan Internal Terbatas Eselon II. Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Pcngawas Ekstema1, yang - Laporan Hasil Audit (LHA), Internal Penegak mengganggu 

Laporan Hasil Hukum kinerja instansi 
Pemeriksaan (LHP), 
Laporan Hasil Evaluasi 
(LHE), Laporan Akuntan 
(LA), La po ran Auditor 
lndependen (LAii, yang 
tidak memerlukan tindak 
lanjut; 

. La po ran Hasil Audit 
lnvestigasi (LHAI) yang 
mengandung Tindak 
Pidana Korupsi (TPK) dan 
memerlukan tindak tanjut; 
dan - Laporan Reviu RKAKL, 
Reviu Laporan Keuangan, 
Reviu Laooran Kineria dan 
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Reviu Laporan Rencana 
Kebutuhan Ba rang Milik 
Negara (RKBMN). 

PW.02.02 b. Pengawasan Eksternal Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Pengawas Eksternal. yang . administrasi pengawasan Internal Penegak mengganggu 

terdiri atas: surat Hukum kinerja instansi 
penugasan, surat 
pemberitahuan, di!; 

. Laporan Hasil Audit (LHA), 
La po ran Hasil 
Perneriksaan (LHP), 
Laporan Hasil Evaluasi 
(LHE), Laporan Akuntan 
(LA), Laporan Auditor 
lndependen (LAI), yang 
memerlukan tindak lanjut; . Laporan Hasil Audit (LHA), 
Laporan Has ii 
Pemeriksaan (LHPJ, 
laporan Hasil Evaluasi 
(LHEJ, La po ran Akuntan 
(LA), Laporan Auditor 
lndepcnden (LAJJ, yang 
tidak memerlukan tindak 
lanjut; dan . Laporan Hasil Audit 
lnvestigasi (LHAI) yang 
mengandung Tindak 
Pidana Korupsi (TPK) dan 
memerlukan tindak laniut. 
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PW.02.03 c. Pengawasan Khusus Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Pengawas Ekstemal, yang 

. perneriksaan sesuai Internal Penegak mengganggu 
perintah pimpinan Hukum kinerja instansi 

PW.02.04 d. Pengawasan ISO Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Inspektorar 
Pengawas EksternaJ, yang 
Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 

PW.03 3 Pemantauan 

PW.03.01 a. Pernantauan Kegiatan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Pengawas Ek sternal, yang 

. Pengendalian Internal Internal Penegak mengganggu 
Pela po ran Keuangan Hukum ki.nerja instansi 
(PIPK): 

. Monitoring R.eformasi 
Birokrasi; dan 

- Pengawasan PNBP. 

PW.03.02 b. Pemaruauan Penyelesaian Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak lnspektorat 
Tuntutan Ganti Rugi Pengawas Eksternal, yang 

Internal Penegak mengganggu 
. laporan kehilangan; Hukum kinerja instansi . Serita Acara kehilangan 

barang/ uang; . SK tanggun&jawab 
rnutlak: 
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. surat kesanggupan untuk 
mengganti ke kas Negara; 
dan . SK penghapusan uang 
dan barang, Japoran 
penyelesaian TP/ TGR. 

PW.03.03 c. Pemantauan Penyetesaian Terbatas Eselon II. Pcngawas Memiliki darnpak lnspektorat 
Tindak Lanjut Hasil Pcngawas Eksternal, yang 
Pengawasan Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 

PW.03.04 d. Penerapan Early Warning Biasa./ Terbuka Esclon IV, Publik, Tidak memiliki I nspektorat 
Si stern Sub Pengawas dampak yang 

J<oordinator, Eksternal, mengganggu 
Pcngawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

PW.03.05 e. Laporan Harte. Keks ya.an Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Lnspektorat 
Penyelenggara Negara Sub Pcngawas dampakyang 
(LHKPN) Koordinator, Eksternal, mengga nggu 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

PW.03.06 f. Pemantauan Disiplin Pegawai Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki lnspektorat 
Sub Pengawas dampak yang 

Kootdinator, Ek sternal, mengganggu 
Pengawas Pcnegak kinerja instansi 
Internal Hukum 
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PW.04 4 Gratlfikasl dan Whistle Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidak memiliki lnspektorat 
Blowing System (WBS) Sub Pengawas dampak yang 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu 
. Pelaporan gratifikasi dan Pengawas Penegak kinerja instansi 

WBS; Internal Hukum 
. SK gratifikasi dan WBS; 

dan . Laporan gratifikasi dan 
WBS. 

PW.OS s Pengaduan Masyarakat (SPAN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki tnepektorar 
Lapar/ Saber Pungll) Sub Pengawas dampak yang 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
lnternal Hukum 

PW.06 6 Benturan Kepentingan/ Biasa/ Terbuka Eselot1 JV, Publik, Tidak memiliki lnspektorat 
Conflict of Interest (CoI) Sub Pcngawas dampak yang 

Koordinator, Eksternal. mengganggu 
. peta potensi ad any a Pengawas Penegak ki.nerja instansi 

benruran kepentingan; Internal Hukum 
. tindaklanjut terhadap peta 

potensi; 
. SK Benturan Kepentingan; 

dan . laporan benturan 
kepentingan. 

PW.07 7 Kegiatan Pengawaean Lainnya 



- 91 - 

PW.07.01 a. Sosialisasi Pengawasan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki lnspektorat 
Sub Pengawas dampak yang 

Koordmator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

PW.07.02 b. Bimbingan, Konsultasi dan Biasa/ Terbuka !!:scion IV, Publik, Tidak memiliki lnspektorat 
Asistensi Pengawasan Sub Pengawas dampakyang 

Kcordmetcr, Eks tern al, mengganggu 
Pengawas Pcncgak kinerja instansi 
Internal Hukum 

PW.07.03 c. Pendidikan don Pelatihan Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tidak merniliki lnspektorat 
Pengawasan Sub Pengawas dampak yang 

Koordlnator, Eksternal. rnengganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

PW.07.04 d. Pernaparan Hasll Pengawasan Tcrbatas Eseton II, Pengawas Mcmiliki dampak Inspektorat 
Pengawas Ekstemal, yang 
Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja insta.nsi 

PW.07.05 e. Keikutscrtaan dalam Forum Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki lnspekcorat 
APIP Sub Pengawas dampakyang 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Pcnegak kinc:rja instansi 
Internal Hukum 
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PW.07.06 r. Saruan Pengawasan Intern Biasa/ Terbuka Eselon IV. Publik, Tidak merniliki J nspektorat 
(SPI) I Si stem Pengendalian Sub Pengawas dampakyang 
Intern Pernerintah (SPIP) Koordinator, Eksternal, mengganggu 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

DI XIV DATA DAN INFORMASI 

Dl.01 I Rencana Strategls/ Master Biasa/ Tcrbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data 
Plan Pembangunan Sfstem Sub Pengawas dampak yang dan lnformasi 
lnformasi tSIMI Koordinator, Eksternal, mengganggu 

Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

Dl.02 2 Rencana Pemba.ngunan dan Biasa/ Terbuka r,;selon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data 
Pengcmbangan Tl Sub Pengawas dampak yang dan lnforrnasi 

Kocrdinetor, Ekstemal, mcngganggu 
Pengawas Penegak kinerja instansi 
Internal Hukum 

D!.03 3 Raneang Ban gun slstem/ Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Pusat Data 
Design aistem in(ormaei dan Pengawas Eksrernal, yang dan lnformasi 
komunilcaal Internal Penegak mcngganggu 

Hukum kinerja instansi 

Dl.02 4 Dokumen Arsitektur 

01.04.01 a. Aplikasi Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Pusat Data 
Pengawas Eksternal, yang dan Jnfonnasi 
Internal Penegak mengganggu 

Hukum kinerja instansi 
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Dl.04.02 b. lnfrastruktur clan Keamanan 1'erbatas Esclon II. Pengawas Memiliki dampak Pusat Data 
Pengawas Ekstemal, yang dan lnfcrmasi 
Internal Penegak rnengganggu 

Hukum kinerja instansi 

DI.OS 5 Dokumen lmplementasi, 
Operaslonal dan Pemcliharaan 

Dl.05.01 a. lmplementasi, Operasional Tcrbatas Eselon TT, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 
clan Pemeliharaan Aplikasi Pengawas Eksternal, identitas dan lnfonnasi 

Internal Penegak informan, 
Hukum pelapor, saksi, 

dan I a tau korban 
DJ.05.02 b. lmplementasi, OperasionaJ Terbatas Eselon II, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 

clan Pemeliharaan Pengawas Eksternal, identitas dan lnformasi 
Infrastruktur dan Kcamanan Internal Pcnegak inforrnan, 

Hukum pelapor, saksi, 
dan/atau korban 

01.06 6 Pcngelolaan Data 

Dl.06.01 ... Pengurnpulan dan Pengolah Terbatas Eselon ll, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data. 
Data Pengawas Ekstcrnal, idcntitas dan lnforrnasi 

Internal Penegak i.nfonnan, 
Hukum pelapor, saksi, 

dan/atau korban 

01.06.02 b. Pcrekaman dan 'l'erbatas Eselon 11, Pengewaa MengUngkapkan Pusat Data 
Pemutakhiran Dara Pengawas E:kstemal, idcntitas dan lnformasi 

Internal Penegak infonnan, 
Hukum pelapor, saksi, 

dan ta.tau korban 
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D!.06.03 c. Analisis Data Terbatas Eselon II, Pengawas Memilild dampak Pusat Data 
Pengawas Eksternal, yang dan lnformasi 
Internal Penegak mengganggu 

Hukum ki.ncrja instansi 

Dl.06.04 d. Penyajian dan Pernanfaatan Biasa/ Terbuka !;;se!on IV, Publik, 1'idak memiliki Pusa, Data 
Data Sub Pengawas dampakyang dan lnformasi 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Pcncgak kincrja instansi 
Internal Hukum 

01.06.05 e. Data Base Terbatas Esclon Il, Pcngawas Mengungkapkan Pusat Data 
Pengawas Eksternal, identitas dan lnformasi 
Internal 1-'enegak inforrnan, 

Hukum pelapor, saksi, 
dan/atau korban 

DI.07 7 Mlgrasi dan lntegrasl Data/ 
Apllkasi 

01.07.01 a. Jaringan dan Server Terbatas E:selon U, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 
Pcngawas Eksternal, identitas dan Jnformasi 
Internal Penegak infonna.n, 

Hukum pelapor, saksi, 
dan/alau korban 
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Dl.07.02 b. Data dan Aplikasi Terbatas Eselon II, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi 
Internal Penegak informan, 

Hukum pelapor, saksi, 
dan/ a tau korban 

DI.07.03 c. Evaluasi Teknologi lnformasi Terbatas Eselon II, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 
Pengawas Eksternal, identitas dan lnformasi 
lnternaJ Penegak informan, 

Hukum petapor, sakst, 
danr atau korban 

01.08 8 Keamanan Data 

Dl.08.01 a. Backup Data Terbatas Eselon ll, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 
Pengawas Eksternal, identitas dan I nformasi 
Internal Penegak inforrnan, 

Hukum pelapor, saksi, 
dan/ a tau korban 

DJ.08.02 b, Anti Virus Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak merniliki Pusat Data 
Sub Pengawas dampakyang dan lnformasi 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
Pengawas Penegak kinerja insransi 
lntema.l Hukum 

01.08.03 c. F'i.rewaU Terbatas Eselon ll, Pengawas Mengungkapkan Pusat De.ta 
Pengawas Ekstemal, identitas dan lnformasi 
Internal Penegak informan, 

Hukum pelapor, saksi, 
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dan/atau korban 

DI.09 9 Dokumen Hosting clan Domain Terbatas Eselon II, Pengawas Mengungkapkan Pusai Data 
Pengawas Eksternal, identitas dan lnformasi . formulir permiruaan Internal Penegak informan, 

hosting; Hukum pelapor, saksi, 
. taporan hasil uji dan/atau korban 

kelayakan; dan 
. laporan pelaksanaan 

hosting. 

Dl.10 10 Keanggotaan/I.angganan/Jadn Terbatas Eselon II, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data 
g•n Pengawas Ekstemal, identitas dan lnformasi 

Internal Penegak informan, 
Hukum pelapor, saksi, 

dan/arau korban 

PK xv PENELITIAN DAN 
PENGKAJIAN 

PK.01 1. Peniapan Penelitia..n dan Bia.a/ Terbuka Esclon JV, Publik, Tidak mcmiliki Pusat Data 
Pengka,jian Sub Pengawas dampakyang dan Inforrnasi 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
. surat pennohonan Pengawas Penegak klnerja instansi 

penelitian; Internal Hukum 
. survei dan wawancara 

kepada narasumber 
terkait: 
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- TOR/ proposal; 
- SK Penetapan tim kerja; 
- surat 

perseruiuan/penolakan 
penelitian: dan 

- laporan pendahuluan. 

PK.02 2. Pelaksanaan Penelitian dan 
Pengkajian 

PK.02.01 a. Pel.aksanaan Terbatas Eselon Il, Pengawas Memililci dampak Pusat Data 
Penelitian / Pengkajian Pengawas Ek sternal, yang dan lnformasi 

Internal Penegak mengganggu 
- Kontrak Kerja; Hukum kinerja instansi 
- Surat Keputusan: 
- penetapan biaya 

penelitian: clan 
- laporan penelitian 

[laporan amara dan 
laporan finalisasli. 

PK.02.02 b. Seminar/\1/orkshop Hasil Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data 
Penelitian Sub Pengawas dampak yang dan Jnformasi 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu 
- proposal; Pengawas Penegak kinerja instansi - SK Pen eta pan Internal Hukum 

Narasumber; - surat u ndangao seminar I 
workshop; 

- jadwal acara/ kegiatan; 
- daftar hadir peserta 

seminar I worJcshon· 
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- maceri seminar/ workshop: - notulen kegiatan seminar/ 
workshop; dan - laporan kegiatan seminar/ 
workshop. 

PK.02.03 c. Hasil Penelitian dan Biasa/ Terbuka E:selon IV, Publik, Tidak mcmiliki Pusat Data 
Pengkajian Sub Pengawas dampakyang dan tnfcrmasi 

Koordinator, Ekstcmal, mengganggu - laporan hasil penelitian Pcngawas Pcnegak kinerja instansi 
yang bersifat strategis Internal Hukum 
(nasional dan 
intemasional); dan 

- lapora.n hasil penelitian 
yang bersifat 
umum/ biasa. 

PK.02.04 d. Desiminasi/ Publikasi Hasil Biasa/ Terbuka Esclon IV, Publik, Tidak rnerniliki Pusat Data 
Penelitian Sub Pcngawas dampak yang dan Informasi 

Koordina tor, Ek sternal, mengganggu - Surat undangan Pengawas Pcnegak kinerja inscansi 
desirninasi; Internal Hukum - jadwal acara desiminasi; 

- Japoran kegiatan 
desirninaai; 

- naskah samburan: 
- daf\ar hadir peserta 

desirninasi; 
- notulcn kcgiatan 

dcsiminaei; dan 
- matcri 

discminasi/nublikasi hasil 
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peneltian. 

PK.02.05 e. Pemanfaatan Hasil Penelitian Biasa/ Terbuka Eselon JV, Publik, Tidal< memiliki Pusat Data 
Sub Pengawas darnpak yang dan lnformasi . surat ijin pemanfaatan/ Koordinator, Eksternal, mcngganggu 

penggunaan has ii Pengawas Penegak kinerja instansi 
penelitian; dan lnternal Hukum 

- laporan Pemanfaatan 
Hasil Penelitian, dll. 

PK.03 3. Evaluasl Haail Penelltlan/ Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data 
Pengk-.Jlan Sub Pcngawas dampakyang dan Infcrrnasi 

Koordinator, Eksternal, mengganggu 
. surat evaluasi: Pengawas Penegak kinerja instansi 
- isian formulir evaluasi: Internal Hukum 

dan 
- laporan hasil eveluasi. 

PK.04 4. Data dan Informa&i Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data 
Penelltian Sub Pengawas dampakyang dan (nformasi 

Koordinator, Ekstemal, mengganggu 
. laporan pcnelitian yang Pengawas Penegak k:inerja instansi 

pemab dilakukan; dan Internal Hukum . daftar penelitian yang 
pemah dilakukan. 
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PK.OS 5. Forum Penelitian Biasa/ Terbuka E:selon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data 
Sub Pengawas dampakyang dan I nformasi . daftar anggota forum Koordinator, Eksternal, mengganggu 

penelitian; Pengawas Penegak kinerja instansi . Iaporan kegiatan Internal Hukum 
penelitian; 

. laporan hasil penelitian: 
. daftar hasil penelitian; 

dan . laparan kegiatan . 

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF 01 �LNGKUNGAN BP2MI 

KLASIFIKASI NO. NAMA / JENIS ARSIP KLAS[FIKASI HAKAKSES DASAR UNIT 
ARSIP KEAMANAN PERTIMBANGAN PEN GO LAH 

INTERNAL EKSTERNAL 
SS I SISTEM DAN STRATEGI 

SS.01 1 Pengltajlan Standu dan Mekanlsme 
Kerja 

Pengkajian standar dan mekanisme Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
keria di bidanz oenernnatan Pekeria Terbuka Sub Penzawas damnak vanz Sistem dan 
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Migran Indonesia antara lain kerja Koordinator, E:ksternal, mengganggu Strategi 
sama da.n vcrifikasi pcnyiapan Pengawas Peneg11k kinerja instansi Penempatan 
dokumen, sosialisasi dan kclembagaan lntemal Hukum dan 
penernpatan, pelayanan penempatan, Pclindungan 
pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kawasan I, n 
pemberdayaan serta pengamanan dan dan Ill 
pcngawasan Pekerja Migran Indonesia, 
dan kerja sarna luar negeri yang 
mcliputi: . penyiapan bahan; 
. telaah; 
. pemberian masukan dan 

pemberian dukungan; 
. pengumpulan dan pengolahan 

data; dan 
. laporan . 

pp II PENEMPATAN PEKERJA MJGRAN 
INDONESIA 

PP.01 1 Pemetaan Peluang Kerja Luar Negerl Biasa/ Eselon IV, Publik. Tidak memiliki Direktorat . data supply dan demand; Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pen em pa.tan . data hasil permintaan Pekerja Koordinator, Ekstcrnal, mengganggu Pemerint.ah 
M igran Indonesia (demand/; Pengawas Penegak kinerja instansi dan Direktorat . data basil penawaran Pekerja Internal Hukum Penempatan 
Migran Indonesia (supply); Nonpemerintah . data pcncari kerja rnelalui jobsinfo; Kawasan J dan 
dan II dan . data hasil pcningkatan kualitas Direktorat 
jupgrading ski/ij. Penempatan 

Kawasan Ill 
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PP.02 2 Pelayanan Penempatan Pemerintah 

PP.02.01 a. Perencanaan Penempatan Biasa/ Eselon IV, Publik. Tidak memiliki Direktorat - surat pcrmintaan; dan Tcrbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan 
- Technical Arrangemenz. Koordinator, Ek sternal, mengganggu Pernerintah 

Pengawas Penegak kim:rja instansi Kawasan I da.n 
lruernal Hukum II dan 

Direktorat 
Pencmpatan 
Kawasan Ill 

PP.02.02 b. Penyebarluasan lnformas! Kerja Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiJiki Direktorai 
Penempatan Pemermrah Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan 
- pasar kerja; dan Koordinaror, Eksternal, mengganggu Pemerintah 
- kondisi kerja di luar negeri. Pengawas Penegak kineria instansi Ka wasan I dan 

Internal Hukum JI dan 
Dircktorat 

Penempatan 
Kawasan 111 

PP.02.03 c. Discminasi Pelayanan Penernpatan Biasa/ Eselon lV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Pernerintah Terbuka Sub Pengawas dampakyang Penempatan 

Koordinator, Ekstcmal, mengganggu Pemerintah 
Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan I dan 

I Internal Hukum II dan 
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Direktorat 
Penempatan 
Kawasan Ill 

PP.02.04 d. Seleksi Cal on Pekerja Migran Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
fndonesia Terbuka Sub Pengawas dampakyang Penempatan - pengumuman; Koordlnator, Eksternal, mengganggu Pernerintah 
- verifikasi dokumen; dan Pengawas Pcnegak kinerja instansi Kawasan I dan 
- dokumen pelaksanaan seleksi. Internal Hukum II dan 

Direktorat 
Penempatan 
Kawasan Ill 

PP.02.05 e. Pencrbitan Sertifikat Kelulusan Biasa/ Esclon JV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Terbuka Sub Pengawas dampakyang Penempatan 

Koordinator, Eksternal, mengganggu Pemerintah 
Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan I dan 
Internal Hukum II dan 

Direktorat 
Penempatan 
Kewasan Ill 

PP.02.06 f. Fasilitasi Pernberangkatan Ca Ion Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampak Direktorat 
Pekerja Migran Indonesia Pengawas Ekstemal, terkait privasi Penempatan 
- pengumuman; Internal Pencgak seseorang Pemerintah - dokumen penempatan; Hukum Kawasan I dan 
- dokumen jati diri (KTP, surat Il dan 

keterangan status perkawinan, Direktorat 
surat ijin suamiyisteri, kartu Penernpatan 
kcpescrtaan jaminan kesehatan, Kawasan HI 
visa, paspor]: 

- sertifikat kompetensi; 
' - Perianiian Penemoatan: 
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. Perjanjian Kerja; . pemeriksaan kesehatan; dan . Iasllirasi pembiayaan melaJui 
kerja sama dengan lembaga 
keuangan. 

PP.02.07 g. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Penernpatan Pemerintah Terbuka Sub Pcngawas dampakyang Penempatan 

Koordinator, Eksternal, mengganggu Pemerintah 
Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan 1 dan 
Internal Hukum II dan 

Direktorat 
Penempatan 
Kawasan Ill 

PP.02.08 h. Koordinasi dengan Perwakilan Terbatas Eselon ll, Pengawas Memiliki dampalc Direktorat 
Republik Indonesia di Luar Negeri Pengawas Eksternal. terkait privasl Penempatan 
[Perwakilan RI) Internal Penegak seseorang Pemerintah . surat pemberitahuan kepada Hukum Kawasan I dan 

Perwakilan RI� dan II dan . laporan penempatan dari Direktorat 
Perwakilan RI. Penempatan 

Kawasan 111 

PP.03 3 Pelayanan Pe11empatan 
N'onpemerlntah 

PP.03.01 a. Kelembagaan Penempatan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorar 
. penerbitan Surat lzin Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan 

Perekrutan Pekerja Migran Koordinator, Ekstemal, mengganggu Nonpemerintah 
Indonesia Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan I dan 

Internal Hukum 11 dan 
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Direktorat 
Penempatan 
Kawasan Ill 

PP.03.02 b. Pembinaan KeJembagaan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
. updating data profil lernbaga Terbuka Sub Pengawas dampakyang Penernpatan 

penempat.an Pekerja Migran Koordinator, Eksternal, mengganggu Nonpemerintah 
Indonesia (P3MI); Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan I dan . pemberian User 10 dan Internal Hukum ll dan 
password; dan Direkcorat 

. pelimpahan Cal on Pckcrja Penernpatan 
Migran Indonesia. Kawasan Ill 

PP.03.03 c. Penyebarluasan lnformasi Kerja Biasa/ Eselon IV. Publik, Tidak memifiki Direktorat 
Penempatan Nonpemerintah Terbuka Sub Pengawas dampa k yang Penempa.tan 
. pasar kcrja; dan Koordinator, Eksternal, mengganggu Nonpemerint.ah 
• kondisi kerja di luar negeri. Pengawas Penegak klnerja inst.ansi Ka.wasan I dan 

Internal Hukum II dan 
Direktorat: 

Penempatan 
KawasanJll 

PP.03.04 d. Diserninasi Pelayanan Penemparan Biasa/ Esclon IV, Publik, Tida.k memili.ki Oirektorat 
Nonpemerintah Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pcncmpatan 

Koordinator, Ekstemal. mcngganggu Nonpemerintah 
Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan J dan 
Internal Hukum II dan 

Direktorat 
Penempatan 
Ka.wa.sa.n Ill 

I 
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PP.03.05 c. Fasilitasi Lay an an Terpadu saro Biasa/ e:selon IV, Publik, Tidak memiliki Direktcrat 
A tap (L TSA)/ La ya nan Terpadu Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan 
saru Pintu (LTSPI Koordinator, Ekstemal, mengganggu Nonpemerintah 
- surat koordinasi dengan Pengawas Pcnegak kinerja instansi Kawasan 1 dan 

Pcmcrintah Daerah Internal Hukum 11 dan 
Provinsi/Kabupaten/Kota: Direktorat - integrasi pelayanan pengaduan Penempatan 
dan inforrnasi, keirnigrasian, Kawasan 111 
kependudukan dan catatan 
sipil, Kementerian Kesehatan, 
perbankan, kepclisian, dan 
jaminan sosial, dll; dan 

- Japoran monitoring dan 
evaluasi layanan LTSA/LTSP. 

PP.03.06 r. Orientasi Pra. Pemberangkatan Biasa/ Eselon JV. Publik, Tidak memiliki Direktorat 
(OPP) Penempatan Nonpemcrintah Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pcncmpatan 
- pelaporan pelaksanaan OPP; Koordinator. Eksternal, mengganggu Nonpcmcrintah 

dan Pcngawas Penegak kinerja instansi Kawasan I dan 
- standar kompetensi instruktur lntcmaJ Hukum 11 dan 

OPP. Direktorat 
Penempatan 
Kawasan Ill 

PP.04 Monitoring clan Evaluaal Terbatas Eselon I!, Pengawas Memiliki dampak Dircktorat 
Penempatan Pekerja Migran Pengawas Ek stem al, terkait privasi Penempatan 
lndonea.ia Internal Penegak seseorang Nonpemerintah 

Hukum Kawasan I dan 
11 dan 

Direktcrar 
Penernpatan 
Kawasan Ill 
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PB III PELINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PEKERJA MIORAl'f 
INDONESIA 

PB.01 1 Pelayanan PeH11.dungan 

PB.01.01 a. Evaluasi Kinerja Kelembagaan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Penempatan Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan . surat rekomendasi sanksi Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 

adrninistrasi; Pengawas Penegak k:inerja instansi Pemberdayaan . surat sanksi administrasi dari Internal Hukum Kawasan 
menteri yang membidangi 1,1!,dan Ill 
ketenaga.J<erjaan; 

. surat keputusan pengenaan 
tunda pelayanan; 

. SU.rat kepueusan pengakhiran 
tunda pelayanan; 

. surac rekomendasi pencabutan 
SIP3MI; 

. pakta integritas pad a 
kelembagaan pcnempatan; dan . surat rekomendasi prestasi/ 
oerinakat kelernbaaaan. 

PB.01.02 b. Pclayanan Calon Pekerja Migran Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak mcmiliki Direktorat 
Indonesia/ Pekerja Migran Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan 
Indonesia Sebelum Bekerja Koordinator, Ekscernal, mengganggu dan . keabsahan dokumen Pengawas Penegak kinerja insransi Pemberdayaan 

penempatan; Internal Hukum Kawasan 
. penetapan dan kondisi syarat l,ll,dan III 

kerja; dan 
. pelayanan teknis . 
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PB.Ol.03 c. Pelayanan Pekerja Migran Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Indonesia Se lama Bekerja Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan 
- pelayanan jaminan sosiali Koordinator, Ekstcrnal, mengganggu dan 
- surat permohonan fasilitasi Pengawas Penegak kinerja insransi Pemberdayaan 

repatrlasi; Internal Hukum Kawasan 
- rekomendasi klaim asuransi 1,11,dan Ill 

Pekerja Migran Indonesia; - permohonan masuk perawatan 
(rekam med is dan paspor 
Pekerja Migran Indonesia yang 
sakit]; 

- permohonan data pelayanan 
kepulangan; dan 

- apresiasi/ informasi ke 
KBRJ/KJRJ/KDEI; 

PB.01.04 d. Pelayanan Pekerja Migra.n Biasa/ Eselon lV1 Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Indonesia Sctelah Bekerja Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan 
- pelayanan kepulangan sampai Koordinaror, Eksternal, mengganggu dan 

daerah asal; Pengawas Penegak kinerja instansi Pernberdayaan - penyelesaian hak Pekerja Migran Internal Hukum Kawasan 
Indonesia setama bekerja yang 1,ll,dan Ill 
beturn terpenuhi; dan - penelusuran aiamai Pekerja 
Migran Indonesia. 

PB.02 Pelayan.a.n Pengaduan 



PB.02.01 

PB.02.02 

a. Pelaksanaan Pclayanan Pcngaduan 
- dokumen penerirnaan 

pengaduan: 
- fonnulir verifikasi dan validasi 

pcngaduan; 
- surat keluar koordinasi tindak 

lanjut penganan pengaduan ke 
Perwakilan RI, Unit Petaksana 
Teknis BP2Ml, dinas/ tnsranst 
tcrkait; 

- surat keluar informasi 
perkembangan pengaduan ke 
Pengadu; 

. surat masuk mengenai informasi 
perkembangan kasus/t.indak 
Jan jut 
kasus ke Perwakilan RI, Unit 
Pela.ksana Teknis BP2Ml; 

- rormu1ir analisis dan klasifikasi 
pcrmasalehan; 

- oota dinas distribusi 
pengaduan; 

· surat undangan klarifikaai; 
• daftar hadir klarifikasi; 
- formulir pernyataan klarifikasi; 
- norulen hasil klarifikasi; dan 
- rekomendasl oenunroa n kasus. 

b. Diserninasi Pelayanan Pengaduan 
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Biasa/ 
Terbuka 

Biasa/ 
Terbuka 

Eselon IV, 
Sub 

Koordinator, 
Pengawas 
Internal 

Eselon JV, 
Sub 

Koordinator, 
Pengawas 
Internal 

Publik, 
Pengawas 
Eksternal, 
Penegak 
Hukum 

Publik, 
Pcngawas 
Eksternal, 
Penegak 
Hukum 

Tidak memiliki 
dampakyang 
mengganggu 

kinerja instansi 

Tidak memiliki 
dampakyang 
mengganggu 

kinerja instansi 

Direktorat 
Pelindungan 

dan 
Pemberdayaan 

Kawasan 
J,11,dan 111 

Direktorat 
Pelindungan 

dan 
Pemberdayaan 

Kawasan 
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1,11,dan 111 

PB.02.03 c. Survei Kepuasan Masyarakat Biasa/ Esclon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan 

Koordinaror, Eksternal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja inatansi Pem berdayaan 
lruemal Hukum Kawasan 

l,U,dan Ill 

PB.02.04 d. Data Rekapitulasi Pengaduan dari Terbaras Eselon II, Pengawas Memiliki darnpak Direktorat 
Unit Pelaksana Teknis BP2MI Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan 

Internal Penegak seseorang dan 
Hukum Pcmbcrdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.03 3 Mediaai dan Advokui 

PB.03.01 a. Pelaksanaan Mediasi dan Advokasi Terbatas Ese1on U, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Pengawas Ekstemal, terkait privasi Pelindungan 
Internal Penegak seseorang dan 

Hukum Pemberdayaan 
Kawasan 

111 dan 111 
PB.03.02 b. Koordinasi Tindak Lan jut Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 

Penanganan Pengaduan dengan Pengawas Ekstemat, terkait privasi Pelindungan 
Perwakilan Rl, Unit Pelaksana lnte.mal Penegak seseorang dan 
Tcknis BP2Ml, Dinas/Jnstansi Hukum Pemberdayaan 
terkait Kawasan 
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1,11,do.n Ill 

PB.03.03 c. Jnformasi Perkembangan Terbatas Eselon fl, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Pengaduan ke Pengadu Pengawas Eksternal, terka.it privasi Pelindungan 

Internal Penegak sesecrang dan 
Hukum Pemberdayaan 

Kawasan 
I .n ,dan Ill 

PB.03.04 d. Perkembangan Kasus/Tindak Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Lanjut Kasus, Perwakilan RJ, Unit Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan 
Pelaksana Teknis BP2MI, dan Internal Pcnegak seseorang dan 
Dina.s/lnstansi Terkait Hukum Pcmbcrdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.03.05 e. Bantuan Hukum Penyelesaian Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Kasus bagi Pekerja Migran Pengawas Ekstcmal, tcrkait privasi Pclindungan 
Indonesia Internal Pcncgak seseorang dan 

Hukum Pcmberdayaan 
Kawasan 
l,Jl,dan Ill 

PB.03.06 f. Laporan Penanganan Kasus Calon Terbatas Eselon ll, Pengawas Memiliki dampak Direktora.t 
Pekerja Migran lndonesia/Pekerja Pcngawas Ekstemal, terkait privasi Pelindungan 
Migran I ndoncsia/ Keluarga yang Internal Penegak seseorang dan 
Telah Selesai Hukum Pemberdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

- 

http://ua.iiiua.iv
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PB.04 4 Penanpnan Cal on Pekerja Mignon 
Indonesia Nonprosedural 

PB.04.01 a. Laporan lnfonnasi Dugaan Kasus 

PB.04.02 b. Kla.rifikasi Terkait Hasil Terbatas Eselon JI, Pengawas Memiliki dampak Direktorar 
Pengamanan Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan 

Internal Penegak seseorang dan 
Hukum Pemberdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.04.03 c. Penitipan Cal on Pekerja Migran 'Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorar 
Indonesia Hasil Stueeping Pengawas Ekstemal, terkait privasi Peliudungan 

Internal Penegak seseorang dan 
Hukum Pemberdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.04.04 d. Koordinasi Tindak Lan jut Terbat.as Eselon f.l, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Pengamanan Keberangkatan dan Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan 
kepulangan: Perwakilan RI, UPT Internal Penegak seseorang dan 
BP2Ml, Dinas/lnsumsi Terka.it Hukum Pemberdayaan 

Kawasan 
1.11,dan Ill 

PB.04.05 e. Laporan Masi! Sweeping Terbatas Eselon II, Pcngawas Memiliki dampak Direktorat 
. daftar nominatif Calon Pekerja Pengawas Ekstemal, terkait privasi Pelindungan 

Migran Indonesia; Internal Penegak seseorang dan 
. biodata Calon Pekerja Migran Hukum Pemberdayaan 

Indonesia; Kawasan 
. danar hadir Cal on Pekeria 1.11,dan Ill 

http://rD.U7.U0
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Migran Indonesia; dan 
. berita acara serah terirna Calon 

Pekerja Migran Indonesia. 

PB.04.06 t. Koordinasi Tindak Lanjut Terbacas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Penanganan Kasus Hasil Sweeping: Pengawas Ekstemal, terkait privasi Pelindungan 
Perwaklian RI, UPT BP2MI, lnternaJ Penegak seseorang dan 
Dinas/lnstansi Terkait Hukum Pembcrdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.04.07 g. Pelirnpahan kasus hasil sweeping Terbatas Eselon II, Pengawaa Mcmiliki dampak Direktorat 
Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan 
Internal Pcncgak seseorang dan 

Hukum Pernberdayaan 
Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.04.08 h. Monitoring dan Evaluasi Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampak Direktorat 
Pengamanan dan Peng a wasan Pengawas Eksternal. terkait privasi Pelindungan . Lapora.n Monitoring dan Internal Pcncgak seseorang dan 

Evaluasi Pengamanan dan Hukum Pemberdayaan 
Pengawasan Kawasan 

l,11,dan Ill 

PB.OS 5 Pemberdayaan Soolal dan Ell:onoml 
Puma Pekerja M.igran lndoneala 
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PB.OS.OJ a. Pcndataan Purna Pekerja Migran Terbatas Eselon II, Pengawas Mcmiliki dampak Direktorat 
Indonesia Bermasalah Pengawas Ekaternal, tcrkait privasi Pelindungan 

Internal Penegak seseorang dan 
Hukum Pem berdayaan 

Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.05.02 b. Tindak lanjut rchabilitasi Pekcrja Terbatas Esclon 11, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
Migran Indonesia Bermasalah Pcngawas Ekstemal, terkait privasi Pelindungan 
. Rekomendasi. dari Dinas Sosiai; Internal Penegak seseorang dan 
. Has ii koordinasi dengan Dinas Hukum Pemberdayaan 

terkait: Kawasan 
1,11,dan IU 

PB.05.03 c. Pernulangan Pekerja Migran Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
lndonesia Bermasalah Pengawas Ekslernal, terkait privasi Pelindungan 
. Serita a car a serah terima Internal Penegak seseorang dan 

kepada keluarga Hukum Pembcrdayaan 
Kawasan 
1,11,dan Ill 

PB.05.04 d. Pemberdayaan Ekonomi Purna Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Pekerja Migran Indonesia Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Pemberdayaan 
Internal Hukum Kawasan 

I II dan lll 
PB.OS.OS e. Literasi keuangan Puma Pekerja Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 

Migran Jndonesia Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pelindungan 
Koordinator, Ekstemal, mengganggu dan 

Pcngawas Penegak kinerja instansi Pemberdayaan 
Internal Hukum Ka wasan 
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l,ll,dan Ill 

PB.05.06 f. 8dukasi wirausaha Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat 
Terbuka Sub Pengawas dampakyang Pelindungan 

Koordinator, Eksternal, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Pem berdayaan 
internal Hukum Kawasan 

l,ll,dan Ill 

PB.05.07 g. Program Pendampingan Keluarga Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak me.miliki Direktorat 
Pckerja Migran Indonesia Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pelindungan 

Koordinator, Eksterna1, mengganggu dan 
Pengawas Penegak kinerja instansi Pernberdayaan 
Internal Hukum Kawasan 

1,11,dan Ill 

PB.05.08 h. Fasilitasi akses permodalan Terbatas Eselon ll, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
(kerjasama dengan Perbankan/ Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan 
Lembaga Keuangan Internal Penegak scseorang dan 

Hukum Pemberdayaan 
Kawasan 

I ,ll,dan Ill 

PB.06 6 Monitoring Evaluaai Pelind11ngan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat 
clan Pemberdayaan Pengawas EksternaJ, terkait privasi Pelindungan 

Internal Penegak seseorang dan 
Hukum Pemberdayaan 

Kawasan 
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1,11,dan Ill 

KEPALA 

BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RHAMDANJ 


